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II.
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. RISALAH

RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG
PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN

DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA TERTIB

Hari : Selasa
Tanggal : 24 Septemb er 2079

Waktu : 13.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

SIFAT RAP{[ : Terbuka

ACARA RAPAT:

1. Pembukaan;

2. Laporan Tim Penyusun Rancangan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

3. Tanggapan fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang

Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

4. Pengambilan Keputusan Rancangan peraturan DPRD Kabupaten

Rembang tentang Tata Tertib;

5. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT



1. Nama

2. Jabatan

: H. Majid Kamil.lv[Jl

: Ketua Sementara DPRD Kabupaten Rembang

: 10 orang

: 8 orang

: 8 orang

: 6 orang

: 6 orang

: 6 orang

: 10 orang

: 4 orang

: 8 orang

: 4 orang

: 5 orang

: 3 orang

: 34 orang

: - orang

:4 orang

: - orang

;2 orang

: 1 orang

: 3 orang

v. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. DruPodo, M.Si.

2. Jabatan : sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

JTIMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

: 44 orang

vr.

Jumlah

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah

V[I. ANGGOTA YANG TIDAK IIADIR

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

3. Fraksi Nasional Demokrat

4. Fraksi PDI Perjuangan

5. Fraksi Demokrat Hanura

6. Fraksi Karya Indonesia Sejahtera

Jumlah : 10 orang



IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil.MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu' alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat

Yang saya hormati

Rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Sekretaris DPRD beserta Staf.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan

Yang Maha Esa marilah kita untuk tiada henti-hentinya memanjatkan puji

syukur kehadirat-Nya, karena atas rahmah dan hidayah yang diberikan

kepada kita, pada hari ini Selasa tanggal 24 September 2019 kita masih

berkesem patan bertemu di ruang sidang paripurna DPRD untuk

melaksanakan rapat paripurna dengan keadaan sehat wal afiat tanpa aral

suatu apa. Mudah-mudahan rapat paripurna ini dapat berjalan lancar

sampai selesai acara nanti.

Rapat Dewan yang terhormat,

Sesuai hasil Rapat Pimpinan Gabungan arrtxa Pimpinan Sementara

dengan Pimpinan Fraksi-fraksi DPRD pada tanggal 24 September 2019

pagi tadi, bahwa Rapat Paripurna hari ini adalah Rapat Paripurna DPRD

dalam rangka Pengesahan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib

DpRD Kabupaten Rembang. Perlu kami sampaikan bahwa Rancangan

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang

disusun oleh Tim Penyusun Rancangan Tata Tertib DPRD dalam

pembahasannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, Perafuran Pemerintah Nomor 12 Tahun

201g tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Frovinsi,



Kabupaten dan Kota , dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2At5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang diubah

dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang pembentukan produk Hukum Daerah. Adapun hasil penyusunan

Rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib dari rim Penyusun, pada

tanggal 23 September 20Lg telah diteliti dan diklarifikasi oleh Bagian

Hukum Setda Kabupaten Remb&trg, yang selanjutnya pada tanggal 24

september 2019 setelah pelaksanaan Rapat pimpinan Sementara dan

pimpinan Fraksi, dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi terhadap

Rancangan peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD tersebut oleh

Pimpinan Sementara, Pimpinan Fraksi dan Tim Penyusun- Untuk itu ucapan

terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada

Tim penyusun atas tersusunnya Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata

Tertib DPRD KabuPaten Rembang.

Rapat Dewun Yang terhormat,

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (t) huruf c Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD

Provinsi, Kabupaten dan Kota dijelaskan batrwa Rapat Paripurna

memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari Y, ( satu perdua ) jumlah

anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain untuk mengambil

persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat'

mengambil keputusan mengenai usur pemberhentian kepala daerah danlatut

wakil kepala daerah, memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk

menetapkan peraturan daerah dan APBD. Adapun menurut catatan yafig

saya terima dari Sekr etaiatDpRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah

anggota DPRD sebanyak 44 orang, yang hadir secara fisik dan



menandatangani daftar hadir dalam rapat paripurna ini adalah sebanyak 34
i

orang.

Dengan memperhatikan ketentuan yang berraku dan atas dasar jumlah fisik

anggota yang hadir, maka kuorum Rapat Paripurna DPRD hari ini telah

terpenuhi.

Selanjutnya dengan mengucap "Bismillahirrohmanirrohim" tepat

pukul 14.55 WIB Rapat Paripurna dalam rangka Pengesahan Rancangan

peraturan DpRD tentang Tatfl Tertib DPRD Kabupaten Rembang saya

nyatakan dibuka.

( Ketuk palu 3 kali )

Rapat Dewan Yang terhormat,

Sebelum berlangsung ke acara pokok, terlebih dahulu akan saya

bacakan susunan acarayang menjadi agenda dalam Rapat Paripurna hari ini

adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;

2. Laporan Tim Penyusun atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata

Tertib DPRD KabuPaten Rembang;

3. Tanggapan fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata

Tertib DPRD,KabuPaten Rembang;

4. permintaan persetujuan secara lisan dari anggota terhadap

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten
,:

Rembang;

5. PenutuP.



Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Tim Penyusun

atas Rancangan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang;

Kepada Ketua Tim Penyusun atau yang mewakili dipersilahkan untuk

menyampaikan laporannYa.

:::_ LAPORAN TIM PENYUSUN:::
y (Laporan Tim Penyusun atas Rancangan Peraturan DPHD Tentang

Tutq Tertib DPRD Kabupaten Rembang terlampir )

Terima kasih Saudara Puji Santoso, S.P.,M.H. atas laporannya'

Rapat Dewun Yang terhormat,

Demikian tadi telah kita ikuti dan dengar bersama laporan Tim

penyusun atas Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD

Kabupaten Rembang. Selanjutnya marilah kita ikuti acara yang ketiga yaitu

Tanggapan Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata

Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

> H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat )
.. Ini saya tawarkan terlebih dahulu apakah tanggapan fraksi - fraksi

ini perlu ada tanggapan masing - masing fraksi ?

F Semua anggota DPRD Yang hadir 
l

"Tidak usah pimpinan semua fraksi DPRD setujuu" "!!!! "

> H. Majid Kamil MZ (Pimpinan Rapat )

" setdu. .. ya Terima kasih

::: SetUjU:=:

( Dengan suafa bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetuiui )

( Ketuk Palu 1 kati )



Rupat Dewan lang terhormat,

Kita masuk acara berikutnya, acara yang keempat yaitu Permintaan

Persetujuan secara lisan dari anggota terhadap Rancangan Peraturan

DPRD tentang TataTertib DPRD Kabupaten Rembang.

Dari tanggapan fraksi-fraksi sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa

Rancangan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang disusun oleh Tim

Penyusun dapat diterima menjadi Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata

Tertib DPRD Kabupaten Rembang. Namun dapat disetujui atau tidaknya

Rancangan yang disusun oleh Tim Penyusun, tergantung dari pemberian

persetujuan anggota dalam rapat paripurna ini, oleh karena rapat paripurna

merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam mengambil

keputusan.

Saya tawarkan kepada saudara-saudara :

" Apakah Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD
I

Kabupaten Rembang yang disusun oleh Tim Penyusun dapat disetujui

?,,

::= Setuju::-
( Dengun suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetuiui )

( Ketuk palu 1 kali )

Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten

Rembang yang telah disetujui, selanjutnya akan diserahkan kepada

Pimpinan Definitif DPRD untuk ditindaklanjuti menjadi Peraturan DPRD

tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang terhormat,

Agenda rapat paripurna telah kita lalui, maka selesai sudah acara

rapat paripurna pada hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya



serta mohon maaf atas segala kekurangan saya di dalam memimpin rapat.

Akhirnya dengan mengucap "Alhamdulilluhirobbil 'AlAmin " tepat pukul

15.55 WB, Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pengesahan Rancangan

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembdng, saya

nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Wassalamu' alaikum Wn V[/b.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

SEKRETAR[S,

&d
Drs. DRUPODO. M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670421199303 1 009

KETUA SEMENTARA,



LAMPIRAN: RISALAII RAPAT PARIPURNA DPRD

KABUPATEN REMBANG TENTANG

PBNGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DPRD

KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA
TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

LAMPIRAN I

LAMPIRAN II

LAMPIRAN III

: Daftar Hadir Pimpinan Sementara dan Anggota

DPRD Kabupaten Remb ang;

: Laporan Tim Penyusun Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang;

: Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Rembang Nomor.......Tahun

2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah KabuPaten Rembang.



DAFTAR HADIR
MPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT PERSETUJUAN MNCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERNB DPRD KABUPATEN
REMBANG

HARI/TANGGAL : SELASA, 24 SEPTEMBER 2019
PUKUL : 13.00WlB

FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN

H. MAJID KAMIL MZ

H.M. MURSYID, S.T.

SULISTYO WETIARIANI

SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI

M. BISRICHOLIL LAQUF

JOKO SUWITO, S.E.

Drs. H. MUH. SUBAWOTO

HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.

SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.



NAMA

DONNY KURNIAWAN, S.E, M.M.

RIDWAN, S.H. M.H.

H. GUNASIH, S.E

MUGIYARTO, S.T.

MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.

DUMADIYONO, S.H.

PUJISANTOSO, S.P, M.H.

H. YUDIANTO, S.H.

GHOFAR ISMAIL, S,Pd.I.

SAHNINGSIH, S.E.

Keterangan :

1 l:ljin
2 S:Sakit

3 C:Guti

4 DL : Dinas Luar

DPRD KABUPATEN REMBANG



DAFTAR HADIR
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

TERKAIT PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATATERTIB DPRD KABUPATEN
REMBANG

HARIffANGGAL : SELASA, 24 SEPTEMBER 2019
PUKUL : 13.00 YlllB

FRAKSI PARTAI PERSATUAN
PEMBANGUNAN

H.M. MURSYID, S.T.

SULISTYO WETIARIANI

SITI RIZQIYAH PUTRI DWI ANI

M. BISRICHOLIL LAQUF

NASIRUDIN, S.Si.

DTs. H. MUH. SUBAWOTO

HIDAYATUN NIKMAH, S.Pd.

SUPRIYADI EKO PRAPTOMO, S.E.

KHAMID,



NAMA JABATAN

Kelerangan:

1 l:ljin
2 S:Saklt

3 C :Cuti

4 DL : Dinas Luar

DONNY KURNIAWAN. S.E, M.M.

RIDWAN, S.H. M.H.

FRAKSI DEMOKRAT HANURA

ACHMAD ZAMHURI, S.H.

MOH NUR HASAN ,S.H.M.H.

DUMADIYONO, S.H.

PUJI SANTOSO, S.P, M.H.

WIW|N WINARTO, S.H.

AGUS SUTR]SNO

GHOFAR ISMAIL, S.Pd.I.

UPATEN REMBANG

RAPAT,



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAIryAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN SEMENTARA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILTN RAI{YAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintatran daerah memiliki peran dan tanggung
jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas aan
akuntabilitas penyelenggara pemerintatr daerah melalui
pElakqanaan hak, kewajiban, tugas, vrewenal tg dan fungsi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbagan sebagaimana dimaksud pad"a
huruf a, perlu menetapkan Keputusan pimpinan sqmentara
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang
Rancangan Tata Tertib Dewan perwakilan Ralqyat Daerah
Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah ;

2. undang-undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan ;

undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali ierakhir dengan
undang-undang Nomor 9 Tatrun 201s tentang perubahan Kedua
atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan
Daerah;

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan
Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2ol4
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan wali Kota menjadi
Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan undang-undang Nomor 1o ratrun 2016 tentang perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 tentang
Pehetapan Perahrran Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor
1 Tahun 2OL4 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota
menj adi Undang-Undang;

3.

4.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan, Pengangl@tan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah sebagaimana telatr diubah beberapa Kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tg rahun 2an
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, pengangkatan d.an
Petnberhentian Kepala Daeratr dan Wakil Kepala naeiatr;-

6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OO7 tentang l,aporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, l,aporan
Keterangan Pertanggungiawaban Kepala Daeratr kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daeratr kepada Msyarakat;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahuri 2OL6 tentang Perangkat
Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tatrun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelengaraan Pemerintatran Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tatrun 2OtT tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;

11. Peraturan f'aerah Kabupaten Rernbang N,xror 5 Tatrun 2Ot6 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daeratr Kabupat Rembang;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2OLT
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : 1. la.poran Tim Pen3rusun Rancangan Tata Tertib DPRD
Kabupaten Rembang Tanggal 24 September 2019

2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Penrakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang, tanggal 24 September 2OL9

3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 24
September 2079

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN

Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan
Ralqyat Daeratr Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana
terlampir dalam keputusan ini.



KEDUA Kepuhrsan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 September 2}lg

DEWAI{ PERWAKII,AIiI RAIryAT DAERAH
IGBUPATEN REMBANG

rl



KEDUA Keputusan ini murai berrak, pada tanggar ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 September 2OL9

DEWAN PERWAKII,AI{ RAKYAT DAERAH
I(ABUPATEN REMBANG

H. MAJID KAMIL, MZ.

Ketua

ruur..lrEiil Paraf

$ekwan L
$ta!ehag T
$tsrii:irhmgl L



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

Rancangan
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAIffAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG

, NOMOR TAHUN 2OL9

TENTANG

TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG 

I

DENGAN RAHMAT TUHAI{ YANG MAHA ESA

PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa Dewan Pennrakilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan'tanggung jawab daram mewujridkan efisiensi,
efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintatran daerah melalui
pelaksanaan !ak, kewqjiban, tugas, \^rewenang, dan
fungsi Dewan perwakilan Rakyat Daerah sesuai d"rrg.r,
ketentuan peraturan perundangan-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu merretapkan
Peraturan Dewan perwakilan nakyat Daerah tentangTata Tertib Dewan perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Rembang;

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 1g ratrun 1950 tentang
Pembentukan Daeratr-daerah Kabupaten Dalam
lingkunqn- Propinsi Djawa Tengah leerita Negara
Republik Indonesia tanggal 08 Agustus 1950);

2. undang-undang Nomor 2 Tahun 2oog tentang partai
Politik sebagaimana telah diubah d.engan Undang-
undang Nomor 2 Tahun zoll tentang perubatran atas
undang-undang Nomor 2 Tahun 20og tentang partai
Politil<

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLL tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOtt
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523a);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20. 4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan

3.

4.



5.

Iembaran Negara. Republik Indonesia Nomor SS87)
sebagairnana telah diubatr beberapa kali terakhir
dengan ''Jndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2g
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeratr (l,embaran
Negara RepubUk Indonesia Tatrun ,2015 Nomor 5g,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
567e\;

Undang-Undang Nomor l Tahun 20,.S tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagainiana telah aiuUatr
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2Al4 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota meqiadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5898);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OlT tentang
Pemilihan Umum (kmbaran Negara Republ k Indonesii
Tahun 2Ol7 Nomor L82, Tarrbahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tatrun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Ralqyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor
aaft);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 20OS tentang
Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakif Kepala Daerah
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 22, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4836) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 78 Tahun 2Ot2 tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Pemerintatr Nomor 6 Tahun 20Os
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepale Daeralr
(Lcmbaran Negara Republtk Indonesla Tahun 2Ol2
Nomor 184, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor $afl;
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2OOT tentang
L,aporan Penyelenggaraan Pemerintatran Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungiawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Penvakilan Rallyat

6.

7.

B.
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Daerah, dan Informasi Laporan penyelenggaraan
Pemerintatran Daerah kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOZ Nomor L9,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a693);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 20L6 tentang
Perangkat Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor lL4, tamUatran
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

ll.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2LlT tentang
Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraalr
Pemerintatran Daeratr (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 60a\;

12. Peraturan Pemerintatr Nomor 18 Tahun 2OlT tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daeratr (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 2OLT Nomor 106, Tambahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daeratr (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Noinor 22, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6l!Tl;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 62191;

15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor BT
Tahun 2OL4 tentang Perahrran Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

16. Pererture rr Menteri Dalam Neg:ri Nonr,rr 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telatr diubatr beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor No 21
Tahun 2O1L tentang Perubatran Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor No 13 Tahun 2A06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasarna Pemerintah
Daerah densan Pihak Luar Negeri;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nombr 22 Teh:un 2OOg
tentang Petuqjuk Tel,mis Tata Cara Kerja Sama Daerah;

19. Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Thhun 2OLO
tentang Ped.oman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan
Dewan Perwakilan Ratryat Daerah Terhadap Tindak
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lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tatrun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daeratr
tentang Peqiabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2OL1 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 16 Tahun 2007;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana telah diubatr dengan''Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor L2O Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2OLS tentang Pembentukan Froduk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9
Nomor 157) ;

22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2OL6
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

23. Peraturan Menteri. Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7
tentang Tata Carer Perencanaan, Pengendalian, dan
Evahrasr Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata cara
Perubatran Rencanan Pembangunan Jangka Panjang
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Rembang; (Lembaran Daerah
Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambakran
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor l2S);

25. Peraturan Daeratr I(abupaten R.embang Nomor 2 Tahun
2OL7 tentang Hak Keuangan 'dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan ltakyat
Daeratr Kabupaten Rembang ' (Iembaran Daeratr
Ifubupaten Rembang Tahun 2OLT Nomor 8, Tambahan
L,embaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor l29l;

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN \AIryAT DAERAH
TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAIffAT
DAERAH KABUPATEN REMBANG.
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4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

BAB I

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalatr Kabupaten Rembang.
2, Dewan Perqrakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah

3. Pemerintafran Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan penrakilan ralqyat daerah menurut asas
otonomi dari tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam rUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.
Pemerintah Daerah Kabupaten adalatr Bupati sebagai unsur penyelenggila
Pemerintatran Daerah yang memimpfur pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur JawA Tengah.
Bupati adalah Bupati Rembang. ^

Wafcn Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.
Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Rembang, ymg
selanjutnya disebut Anggota, adalatr wakil rakyat yang telah bersumpah
atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam
melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai
politik hasil pemilihan umum.

12. Alat kelengkapan DPRD adalatr alat kelengkapan DPRD Kabupaten
Rembang yang terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi,
Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan
Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk;oleh
rapat paripun:a.

13. Pimpinan DPRD adalah
Kabupaten Rembang.

'i

Ketua DPRD dan 3 (tiga) wakil Ketua DPRD

14. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang
yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

15. Komisi adalah Pengelompokan anggota DPRD yang terdiri dari 4 (empat)
komisi yang secara. fungsional bertugas menjalankan fungsi sebagaimana
diatur dalam peraturan ini.

16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut
Bapemperda adalah Badan Pembentu'kan Peraturan Daerah Kabupaten
nemUang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan
ini.

17. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang yang
memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

18. Badag Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Rerpbang
yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diahrr dalam pere turan i4i.

19. Panitia Khusus yang selaqjutnya disebut Pansus adalah Panitia Khusus
DPRD Kabupaten Rembang yang dibentuk oleh rapat paripurna secara
fungsional bertugas untuk membahas hal yang bersifat khusus.

20. Rencasa Pembangunan Jangka Panjang Daeratr, yang selanjutnya disihgftat
RPJPD, adala.tr d.o-kumen perencanaan daerah untuk periode 29, (dua 

1u-tuh)tahun. , ,

11.



.1. Rehcana pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang ,.selanjutnya

disingkat RPJMD, 
^art^f, 

dokumen perencanaan daerah untuk periode 5

(lim"r) tahun.
22. Badan pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disebut BPK, adalah Badan

peneriksa Keuangan seblgaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945'
23. Hasil pemeriksaan BPK adalah hasil identifikasi masalah, analisis, dan

e7aluasi ates pengelolaan keuangan negara yang dituangkan dalam bentuk

LaPcran Hasil Perneriksaan BPK'
2 +. Tindak Lanjut ijasil Pemeriksaan BPI( adalah tindak lanjut yang harus

dilakukr*n oieh pemerintah Daerah untuk memenuhi kervajiban ssperti yang

dituangkan dalanr rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BFI(.

25, Laporan li€tr'r-ang6,11 Pertanggr,trrgfau'aban Bupati kepada DPBq yang

selanjuinya clisebut LKPJ - aa.r"r, laporan yang berupa informasi

p"r1'.l"rrggaraan pemerintahan daerah selanra 1 (satu) tahun aJ'Lggaran atau

akhir *"". jabaian yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD'

2i. Laporan Keterangan Fertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan, YanE

selanjutnya disinfkat LKPJ ,{tll"l,1,n"lah laporan yang berupa informasi

peryil.rrig*u* Pemerintahan Daerah akhir masa jabatan yang

disampaikan oleh Bupati kepada DPRD'
2 /. Rencana pembangunan Talrunan Daerah yang selanjutr,ya disebut Rencana

Kerja pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen

perencanaanDaelahuntukperiodel{satu)!al1un.
L3. Rerrg"Jit"n i\egeri adalah Pengadiiarr Negeri Kabup,nterr Rembang'

2). Tenaga ahli atlalah seorang yang *"tt p,nya1 kemarypuan dalam disiplin

ilmu tertentu untuk -.*-b.rrtu alat kelengkapan dalam melaksanakan

fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Rembang'

30. Kelornpok Pak"ar/Ahli adalah Jekelompok yang m€mpunyai kemampuan

dalarn disiplin iiriiu tertentu untuk membantu alat kelel4t!3l dalam

Rembang.
31. I{omisi pemilihan Umum I(abupateir, selanjutnya disingkat KIU adalah

lembaga yang berdasarkan peiaturan perundang_-undangan bern'erlang

metatlan.r."ri penyelengg*t^., pemilihan umum di Kabupaten Rembang'

32. Masa persidangan adalah masa sidang dan masa reses.

33. Masa'Sid^,rg iclalah rvaktu l..egiata, anggota DPRD. untuk melaksanakan

rapat-;;;; 'y",-,* dilakukan d-i clalam -aupun di luar gedung DPRD

rabupaten Rlmbang dan kegiatan kunjungan kerja._
34. Masa Reses adalah waktu -kegiatan lrggot DPRD di luar rlasa sidang

uncuk mengunlungi daerah plmilihan anggota yang bersangkutan guna

menyeraP asPirasi masYarakat'
35. Peraturan Daerah yins selanjutnya disebut Perda. adalah pe:?turan

perunclang-unclang"" yLg diUentuk oleh DPRD dengan persetujuan

be'sama BuPati.
.lJ6. peratu"an DPRD aclalah peraturan yllg ditetapkan oleh Pimpinan DPRD'

-'t7. r(eputusan Bttpnti. ri"il,,.i""" O!lP. I(epuiusan Pimpinarr DF"ID' datr

x.puti.u"r., Bacta, lGiiormatan DPRD adahh nenetapan yang bersifat

konkrir, inclividual, dan final' A'BD
38, Anggaran Penciairat"" J"" Belanja Daerah, selanjutnya crrsi'^qkat '

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah y{\g ditetapkan

dengan Peratu'rarr de'erah'
39. xer:Uar.in Umum APBil-yang seianjutnya disingkat KUA adalah dokumen

yangmemuat kebijakan Uii"ig p.rri^pr.tan, belanja, dan pembiayaan serta

."r*"i y",,g meirclasarinya ""tlk 
periode 1 (satu) Ft'y"'

4tt,PrioritasrlanPlafonAnggaranSemelt"."yangselanjutnyadisingkatPPAS
aa"r"r, piogr"., p.iorit?" dan patokan batas maksimal anggaxarl' yang

diberikan kepada p..""gl"i-p".."t untuk setiap program sebagai acuan
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4t.

dalam penyusLrnan rencana kerja dan anggaran satuan keda Perangkat

33il*;,", DP,RD adalah unsur pendukung DPRD 
'yans 

dipimpin oieh
se)rang sekretaris DPRD berasal dari pegawai negeri sipil.
Sekretaris DPRII aoalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memimpin
Sekrutaria.t DPRD Kabupaten Rembang.
Kode ecik Dewarr Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya. disebut kode
e.,ik adalah suatu ketentuan etika prilaku sebagai acuan kineq'a anggota
Dewan Perwakilarr Ra.kyat Daerah dalam melaksanakan tugasnya.
Tata Tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan ole.h DPRD yang
berlakr'. di lingktrngan internal DPRD Kabupaten Rembang.
Urusarr Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara clan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi,
melayani, mem berdayaka,r, dan menyejahterakan masyarakat.
Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dan DpRD dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangun Daerah.
Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara ken€garaan atau acara
resmi yan,3 meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upaca.ra dan tata
penghormatan kepada seseorang sesuai dengar. jabatan atau kedudukan
di-rri negara, penterintah dan Masyarakat.
Hak Interpelasi adalah hak DPRD' untuk meminta keterangan kepada
Eupati mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis
serta berdainpak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
I lak Angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap
kebijakan Pemer.ntah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak
luas pada t'ehiclupan masyarakat, daerah, rtan nega.ra yang diduga
be-tentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak menyata,<an pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat
terhadap k:bijakarr Walikota atau mcngenai kejadian luar biasa yang tedadi
di D"rerah disertai clengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak
lan'iut pelaksanaan hak interpeiasi dan hak angket.
Oribntasi aclalah 'ruatu proses perrgenalan mengenai pelrksanaari tugas dan
fungsi anggota DPRD bagi Anggota DPRD sebagai unsu.r penyelenggara
pem erirrtah an claerah.
Penclalaman T'trgas adalah perrirrgliatan kemampuan pela':sanaan tugas
anggota DPRD clalam penl'elenggaraan pemerintahan daerah dan politik
dalani negeri.
Hari adaiair hali i'rerja

. BAB II

SUSUII..\N DAN KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN
WEWENANG DPRD

Bagian Iiesatu
Susunan clan Kedudukan

12

-'3.

t,1.

/,5.

+6.

i7.

d8,

49.

ul.

;i3.

50.

DPRD masa jabatatr
pernilihan umum .vang

Pasal 2

2ltg-2024 terdiri atas anggota partai politik peserta
clipilih urelalui Pemilihan Umum Tahun 2019 '

Pasal 3

(1) DIRD merupakan lembaga. perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan
'7



sebagai unsur penyelenggara. Pemerintahan Daerah Kabupaten.

(21 Arggota DPRD aclalah Pejabat Daerah. '

Bagian Kriua
Fungsi

Pasal 4

(1) DPRD mempLln1'ai'lungsi:
a. pe':rbentukan Perda;
b. anggaran; dan
c. penga'*'asan.

12) DPRD mempunyai t'rgas dan wewenang:
a. membentuk Perda bersama BuPati;
b. membahas dan memberikan persetujuan rancarlgan Perda tentang

APBD yang diajukan oleh BuPati;
c. melaksanak..r',-pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;

d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal'tedadi
kekosonganlabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18

(clelapan belas) bulan;
e. melgusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil

eupati kepada i4enteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat

untuk *.t d,rp"tkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
f. memberikan pend"pat aa, pertimbangan kepada Pemerintah Daerah

terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
g. me^nberikan p"r.ituj,r"r, terhadap rencarta kerja sama intemasional

yang lilakukan oleh Pemerintah Daerah;
h. meminta laporan keterangan pertanggungiawaban Bupati dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
i. memberifln persetujuan terhadap rencana ke4'a sama dengan daerah

lain atau denga.n pihak ketiga yang membebani masyarakat ian Daerah;

dan
j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yarrg diatur dalarir ketentuan

pera Luran Peru ndang-undangan.

Bagian Kbtiga
Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 5

Fungsi pernber,tuli.rrr Perda sebagairnana climaksucl dalam Pasal 4 aydt (1) huruf
a dilaksanakan dengatr cara:
a. menyusun p.ogom pembentukan Perda bersama Elupati;

b mernbahas berlsa.ma Bupati dan men],etujui atau tidak menyetujui rancangan

Perda; dan
c mengajukan usul rancangan Perda'

Pasal 6

(, ! Program pembentukan Perd.a ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda'

Program pembentukan
DPRD dan BuPati.

perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara.
I
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(;) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati menjadi

p.ogi^- pembentukan peratttran claeiah dan ldit:tapkan dalam rapat

palipurna. I

Hasil kesepakatan sebagimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan

Keputusan DPFID.

Pasal 7

Rancangan Percla dapat berasal dari DPRD atau BUpati.

Rancangan Percla yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan

atau keterangan d,an / atau naskah akademik

Rancangan Percla, diajirkair berclasarkan program pembentukan Perda atau

di luar p.og.u..,, penibentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal B

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat- diajukan.. oleh Anggota

DPRD, komisi, grUu"S?" komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan

oleh Papemperda.

Rancangan Percla yang dia,jukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan

komis,, atau e"p.mp"".da iisampaikan sJcara tertulis kepada Pimpinan

DPRD disertai dengan:
a. penjelasaiptoi keterangan danl atau naskah akademik; dan:

b. daftar nama clar- tanda tangan pengusul

Rancangan Pet'c]ai disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda

untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian,

pembula+an, clan pemantapan konsepsi rancangan Perda'

Rancangan Perda ya.ng telah dikaii ole!-pfPemperda disaBpaikan oleh

pimpinan DpRD kepada semua A"e;ott DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari

sebelum repat PariPurna,

Frasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam

rapat pariPuma. 
,

Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

".--F."g"sul 
rnemberikan penjelasan 

-^-r^aa^-. ,{,
b. Fraksi art, e"ggot" ppiro i"i'"y' memberi\* pt"d3t'qq; **
c. pengusul me,i-uerit<an jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota

DPRD lainnYa.

Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupd':

a. persetujuan; I

b. persetuiuan dengan pengubahan; atau

c. penolakan

Dale.m hai persetujuan dengan pengubahan, DPRD menugaskan komisi'

gabungan komisi, Lt^, eapemperda- untuk me^ryempurnakan rancan8an

Perda.

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(,r)

(, ')

(' )

(s)

(r')

(r)



Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan

sura.t Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 9

Rancangan Percla yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud daiam
pasal 7- 

^y^t 
(1) meripatan rancangan Perda hasil pengharmonisasian,

pembulatarr, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh

Bap:mperda.

Rancangan Percla. yang berasal dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam
pasal { ayat (1) meripatan rancangan Perda hasil pengharmonisasian,
pembulatan, clan pemantapan koisepsi yang dikoordinasikan oleh

perangkat daerah yang menarlgani bidang hukum'

Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapall konsepsi

Rancangan ierda sebagaimana-d.imaksud pada ayat (1) dan aygt (2) dapat

melibatkan instgnsi u".tit "t 
kementerian yang nrrenyelenggarakan urusan

pemerintahan cli bidang hukum. '

Pasal 10

Apabila dalam 1 (satu) ma.sa sidaug, DPRD dan Bupati Tgnyampaikan
_ * --;aficangan Perda mengenai materi J'ang sarna, yang dibahas adalah rancangan

perda yang disamp,{kan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh

Bupati digirnakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 1 1

(1) Rancangan perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD

dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.

(.))

()

(: l)

(s)

(3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan: .,.
a. Dalam hal raircangan perda berasal dari Bupati:

1. penjelasan Bripati dalam rapat paripurna mengenai rancangan

(21 Pembahasan
pembicaraan

Perda;
2. PanJangan
3. tanggaPan

rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan

tingkat II.

llmum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan'
dan/atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum

b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD: ,

1. penjelasa" piripi"an komisi, pimpinan gabungan komisil pimPit*
Bapempe.ai, "i", pimpinan i"niti^ khusus dalam rapaf pSlPlil"
rrlengenai rancangan Perda;

2. pend-apat Bupati lerhadap rancangan Perda; dan

3. tanggapan dan/atau jawaban pratsi terhadap pendapat BlP"!:
c. Pembaha""n-aJa* t"pti komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus

yang dilakukan bersama dengan- nupati atau pej3bat yang ditunjuk
untuk mewakili.

d. hasil pembahasan sebagaimaan dimaksud pada huruf c, disampaikan'

kepada. g"b.;;,;^" g,rr" ri"ndapatkan pembinaan berupa fasilitasi'

e. hasii fasilitrsi ditindaklanjuti dalam- rapat komisi, gabungan komisi'

atau panitia l<httsus, yang dilakukan bersama dengan Bupati atau

pejabatyangditunjukuntukmewakiliuntuk.dilaksnakan
penyempurnaan. ..,11'

10



f. pen;,ampaiair pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan

antara Opni: Aan eupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili'

(4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yangdidahului dengan:

1. penyampaian taporan yang Uerisi. prosett pembatrasan, pendapat

f'r^f.ri, Ju" nasit p..nUi.i.^* tin'gk"t t btefr PPpi"* komisi'

pirrpir*r, gabungan komisi, atau. pimp9aq panitia khusus;

2. p.*i"i""i-pui"Et"j"arl secara lisan bimpinan rapat kepada anggota

aaam raPat PariPuma; dan
3. pendapat akhir BuPati.
Dalam naf p.."etqiuai, seUagaimana dimaksud pada !y*f a aagka 2

tidak Japa[ dicapai secara musyarrarah untuk mufakat, keputusan

diambil birdasarkan suara terbanyak
Dalam t at ..t .angan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara

DPRD dan Bupati, rancangan perda tersebut' tidak dapat diaiukan lagi

dalam persidangan DPRD masa sidang itu'

b.

c.

(1)

(21

(q)

(6)

(lr)

t.:)

Pasal 12

Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh

DFRD dan BuPati''

Penarikan kernbali rancangan Pe^'da oleh DPRD dilakukan dengan

l.prtr""" pim6,inan DPRD dengan disertai alasarr penarikan'

penarikan kernbaii rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat

Bupati disertai alasatt penarikan'

RancanganPerdayangsedangail4..'hlrnya.dapatcirtarikkembali
berdasarkan persetr.l,rti bersaml DPRD dan Bupati'

penarikan lcembali rancangan Percia. hanya dapap dilakuka'n dalam rapa""

paripurnayangciihadiri oleh Bupati' ,

Rancangan Percla ),ang clitarik kerr:bali tidak dapat diajukan lagi pada masa

sidang yaltg sama.

Pasal 13

Rancangan Perda 'yhng teleh disetujui 
-bersama 

oleh DPRD dan Bupati

disampaikan Pirnpinan DPRD i1.]|aj; Bupati untuk ditetapkan menjadi

Perda.

Sebelum raperda ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Bupati wajib

menyampaikan raperda t"p.9? 
-CiU..ttrr 

sebagai wakil pemerintah pusat

paling lama 3 (i[;i- h.tt i.ifrit"try seJa! menerim^ rarLcangan Perda da:n

Fidi"", DPRD u"niuk mendapat Nomor Register Perda'

Penyampaianra-ncanganPerdasebagaimq3dimaksudpadaayat(1)
dilakukan dalam jangka waktu pJi"e"l"*" 7 (tujuh) hari tgrhitung sejak

tanggal Persetujuan bersama'

* (21

(3)

Pasal 14

-'Rancangan 
Perda t'entarrg Rerrcana Pembangunan

,.,.D.eoc2ria Fembangunan J-angka Menengah Daerah'
Jangka Panjang Daerah,
APBb, Perubahan APBD,
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pertanggungiawaban pelaksanaan APBD, pajak D1"-t4,-retribusi Daerah, dan

i"t" rrirrg daerah l,ang telal, disetujui bersam.a oleh DPRD dan Bupati dalam

rapat paripurna. dapat rliundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Guberinur

sebagai waril Pemerin"ah Pusat sesuai kewenangannya

Pasa1..15 .

(1) Dalam hal hasil eraluasi Gubernur-sebagai wakil PemerintahlPusat atas

rarlcangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggUngjawaban
pelaksalnaan ApBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan'

rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD

melalui L adan anggatan.

(2) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam

bentuk berita acara.

(3) Berita Acara sebagaimana dirnaksud Pada_alat (21 ditandatangani oleh

Perwakilan Badan Anggaran dan Perwakilan TAPD'

rancangan Perda sebagaimana dirnaksud pada ayat
keputusan PimPinan DPRD

Keputusan Pimprnan DPRD sebagairnana_{rlnaksud pada ayat (2) rnenjadi

dasar. penetapan Perd a tentang APBD, perubahan IPBD, dan

p".t 
"gSlrngiawaban 

pelaksanaan APBD oleh Bupati'
'I

Pasal 16

pernerint-ah Daerah dan DPRD w4jib melibatkan perancang peraturan

perundang-undarr gan dalam pembentukan Perda'

pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan

ketentuan p eraturan perundang-undangan'

Fungsi Anggaran

Pasal 17

Fun3si anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b
diwujudkan dalam b"entuk pembahasan untuk persetujuan bersama

terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diqiukan oleh Bupati'

(1r) Fungsi anggarall clilaksanakan dengan cara: 
---.!^-.i.^^ r-a r

a. membahas kebijakan umum nFgO dan prioritas dan plafon anggaran

sementara},angdisusunolehBupatiberdasarllanrencanakerja
Pemerintah Daerah;
membahas l'alicangan Perda tentang APBD; 

-

membala" ."r,""rf"n Perda tentang perubaharr' AI'BD; dan

membahar rur-,"".1.n perda tentang pertangoungiawaban pelaksanaan

APBD.

(1)

(zl

(.)

',4) Hasil penyempurnaan
(1) ditetaPkan dengan

b.
c.
d.

Pasal 18

prioritas dan Plafon ang{traran

d^r.r, BuPati setelah BuPati-*.--+;'-Pembahasan 
kebijakan umum APBD dan

sementara dilaksanakan oleh DPRD

t2



menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran
sementara disertai dengan dokumen pendukung.

(2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh Badan
Anggaran DPRD aan fim Anggaran Pgmerintah Daerah unt'uk disepakati
menJadi kebijakan umum APBD.

_ (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama
tim anggaran Pernerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan
plafon anggaran sementara.

(4) Badan Anggaran rnelakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh

masukan terhaclap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan
pnoritas dan plalbn anggaran sementara.

(S) Komisi dapat melakukan pembahasan dengan mitra kerj.a kbnrisi terhadap
prrgram dan kegaiatan yang ada dalam rancarlgan prioritas dan plafon

. angga:.an sementara guna. memberikan masukan kepada Badan Anggaran,

(6) pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas dan
plafon anggaran senrentara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan
melalui rapat DPI?D. , 

,

lll Hasil pembahasan dan konsultasi sebagaimaan dimaksud pada ayat (5)

disusun dalam i-rentuk rekomendasi yang dituangkan dalam risalah rapat.

(l) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang

telah mendapa'- persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan

Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

. 
tasal 19

(i) pembahaso.fl rz.ncangan Percla tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD clan

Bupati setelah eupiti menyampaikan rancangan Per{a tentang APBD

beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan
peratu ran perun dang-undangan.

(2,) pembahasan i'ancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD

d.engan berpedoman- pada rencana kerja Pemerintah .Daerah, kebijakan
umurn apdO, aan'pric,ritas dan plafon arr1ggrarar. semefrtara untuk
mendapat Persetujuan bersama.

(l ) Pembahasan rancangan Perda terttang APBD sebagaimana dimaksud pada\'' 
"y", 

(21 clilaksanakin oleh badan anggara'n DPRD dan tin anggaran

Pemerinlah Daerah.

Ketenuuan meng3nai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana

clrmaksud dalam pasal tg berlaku iecara mutati,s mutandis terhardap

p:mbahasan rancangr n Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 21 
'''

i

(,) Badan ang?,araflmembahas rancangan Perda terrtang,p.eitangryngiawaban
pelalrsanr." apgn ".t.g"i*ana 

diniaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d'
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j\

(),1 Rancangan Fercla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
Bupati dengan dilampirkan laporar keuangan yang telatr diperiksa
BPK.

(.J) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada aya.t 12) paiing sedikit
meliputi:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;
d. laporan operasiona.l;
e. laporan arus kas;
f. laporan perubahan ekuitas; dan '

g. catatan atas laporan keuangan. I

r4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah.

(5) Pembahasan ;'ancangan Perda tentang pertanggUngjawaban pelaksanaan

oleh
oleh

Pasal 22

Jadwal pembahasan Can rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan
plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
ientang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentsrig pertanggrr^tgiawaban
APBD ditetapkarr oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan .yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.elsal 11.

Bagian Kelima
Paragraf 1

Fungsi Pengawasan

Pasal 23

(1) Fungsr pengalvasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
diwujudkan dalam bent'.tk pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
b. pelaksanaan pe,:aturan perundang-undangan lain yang

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
c. pelaksanaar-r tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan

BPK.

I .lI , r,

ayat (1) huruf c

j

terkait dengan

keuangan oleh

,tf) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan
melalui:
a. rnpat keda koinisi dengan Pemerintah Daerah;
b. kegiatan kunjungan keg'a; r I

c rapat dengar PendaPat umum; dan
d. pengaduan masYarakat.

13) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud qaqa ayat (1) huruf a dan huruf
b dilaksan'akan qlqh Blapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap

efektivitas pelaks"r"* P".d", Peraturan Bupati, dan pelaksanaan

peraturan perunrlang-undangan yang lain'

(.,) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pad'a ayat (3) dilaporkan kepada

Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.



{q) DpRD berdasarl<an kepu.usan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi
a.tas temuan lapolan hasil pemeriklaan laporan keuangan keparla BPK'

(') Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan

melalui su "at Pimpinan DPRD kepada BPK'

Pasal 24

( 1) Dalam melaksalakan fungsi pengawasan, [)PRD dapat memberikan

rekcmendasi terhadap lapJran' keGrangan pertalg8ungiawaban Bupati

)ang bertujuan untuk meningkatkan efisie]rsi, efektivitas, produktivitas, dan

Lt,r.,t"r'ilitas per'1'elenggaraan pemerintahan daerah'

(.f) Pe:nberian rekornendasi sebagaimana ctima-ksud pada al'at (1) dilaksanakan

sestrai keterrt rlAl-l p€ra.turan perurrdarrg-undangatr.

Paragraf 2
Pengarvasan Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Pasal 25

DPRD berhal< menerirna laporan hasil pemeriksaan BPK.

DPRD berhak melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan

BPK. 
r

Pemeril:saan Yang diterima
(3) setelah dikonfirmasikan

(')

(,, )

(3) DPRD memintrr pemerintah daerah untuk menihdaklanjuti iaporan hasil

pemeriksaan BPI{ sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan

--- 
BPK dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'

.---'-'-'-/
Pasal26

(1) DPRD meminta l<epada Bfl( Laporan Hasil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat

- kepacla Perangkat Daerah'

(21 Dalam hal BPI( belum melakukan konfirmasi at'as Laporan Hasil

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPID dapat:nendorong

ag'r- BPK rnelakr-rk-an konfirmasi kepada satuan Kerja Perangkat Daerah'

Pasal 27

(1)DPRDmelakuk;rnpembahasanataslaporan-hasilneleri|11t?l?PK
seoagaimanar clirraksud clalam Pasal 25 ayat (1) dalam rapat Panitia Khusus'

(21 Pembahasan scl>agaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

ketent lan:
l]*r^po.ur., hasil pemeriksaan keuangan dengan lPinr r."?iar, dengan

p",.,gJu.1iir,, (qi"tifi..;;;ii;ion), opiri tidak wajLr laduerse.d orinion) atau

p"."i" i""n,,-,.., orai *. -U" tikan 
^o 

pin i (di's ctaime r of opinio nl ;' dan

b. iupoiu.r, hasil pe:neriksaan dengan tujuan tertentu.
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Pasai 28

t -^mbahasan sebagaimana dimaksud daiam Pasal 27 dilaksanakan dengan iahap

"ebagai berikut:
e. pembahasarl atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling

lambat 2 (duaj minggu setelah menerima laporan hasil pemer:iksaan BPK;

L- pemoahasan oletr bpRp diselesaikan dalam waktu paling lambat 1 (satu)

minggu.
c. Dalam pelal-.sanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan

BPK;
d. pinrpinan DpRD clapat mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna

DPRD;
e. Laporan hasil pemirahasan sebagaimana dimaksud pada huruf'd, dapat berisi

usulan:
l. mer^rinta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRf, atas laporan

hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek

terteniu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam
Iaporan hasil perneriksaan BPK; dan

2. meminta BPI{ untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hai

menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja

tertentu yang tertuarig clalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang

memerlul.an pendalaman lebih lanjut'

Pasal 29
:i

Felaksanaan Pengarvasan terhadap Tindak Lar{ut Hasil Pemeriksaan BPK

s:bagain.ana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28 dilaksanakan

sesuai ketentuan pera turan perundang-undangan'

Paragraf 3
Pembahn san Laporan l(eterangan PertanggUngiarvaban Bupati

Pasal 30

( ) Laporan l<eterarrgan pertanggungiar.vaban memuat hasiJ qenVql.enggaraan
Urusan pemerin..^harr -vang dilaksanakan oleh Pemerincah Daerah.

(:t) Bupati mepvampaikan laporan kcterangan pertanggungjawaban kepada

DpRD )rar1g ciilaliukan 1 (satu) liali clalam 1 (satu) tahttn paling lamtrat 3

(tiga) btrlari setelah tahun anggararl berakhir'

{?) Laporan l(eterarrgan Pertanggungjau,aban disampail<an oleh tsupati dalant

RaPat PariPurna DPRD' ,

(4) Laporan l(ete|nngan Pertanggungjawabal .s.eb3gaimana 
dimaksud pada

ayaL (1) dibahas Jeir DPRD slca.a internal oleh Panitia Khtlsus.

(S) .- pembahasan sccara internal oleh Panitia Khusus memperhatikan pendapat

dan sarau dari fraksi-fraksi dan komisi'

(6) Berclasarkan irasil pembahasan_-sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

DPRD menetaPkan KePutusan DPRD'

- (71 Keputusan DPRD sebagaimanadimaksud pada ayat (6) disampaikan paling

lambat30(tigapuluh)krarisetelahLKPJditerima.
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_ /8) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 17) disampaikan
kepada Bupati clErlam rapat paripurna sebagai rekomendasi kepada Bupati
untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

(9) Pekomendasi vang disampaikan DPRD kepada Bupati, berupa catatan-
catatan strategis .vang berisikan saran, masukan dan atau koreksi
t:rhadap pen-r,elenggaraan Llrusan desentralisasi, tugAs pembantuan, dan
tugas umu m perlerintahan,

i 10) Apabila LI{PJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggapi dalam
jangka rval<t,r 30 hari setelah LKPJ diterima, maka dianggap tidak ada
rekomendasi lrn t-u 

^< 
penyempurnaan.

--(1 1) Penyampaian laporan keterangan pertanggungiawaban sebagaimana
dimaksud paCa ayat (2) tidak dapat dijadikan sarana penberhentian
Bupati. ;

('2) LKPJ Akhir Ma.sa Jabatan Bupati merupakan ringkasan laporau tahun-
tahun sebehrrnn-va ditambah dengan LKPJ sisa masa jabatan yang belum
dilaporkan.

,'3) Sisa waktu peir\/elenggaraan pemerintahan daerah yang belum dilaporkan
dalam LKPJ oleh Bupati yang berakhir masa jabatannya, dilaporkan oleh
Bupati terpilih atau penjabat Bupati atau pelaksana tugas Bupati
berdasarkan laporan dalam memori serah terimajabatan.

('4) Apabila Bupati berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya
berakhir, LKPJ clisampaikan oleh pejabat pengganti atau pglaksana tugas
Bupati.

Pasal 31

Dalarn hal Bupati tidak :relaksanakan kewajiban menyampaikan laporan
keterangan pertanggungjawaban sebagainrana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (21, DPRD ctapat menggunakan hak interpelasi kepada Bup,.ti.

Apaoila oenjelasan Bupati terhadap penggunaan hak interpelasi
sebagairnana clirnaksud pacia ayat (1) tidak diterima, DPRD melaporkan
Bupatircepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(tr) Eerdasarkan laporan dari DPRD sebagaimana dimaksud paqa 
. 
ayat (21,

Gubernur uebagai wakil Pemerintah Pusat, memberikan sanksi teguran
t:rtulis kepada RuPati.

(,1.) Apabila s"irrksi sebagaimana dirnaksr.rcl pad.l 
-a)'at 

(:3) telah disarapaikan 2

(drra) kali berturut-turut dan tetap tidak dilaksanakan, Bupati diwajibkan
mengikuti pr,rgrarrr pembinaan khusus pendala^nan bidang pemerintahan
yant dilaklanakan oleh Kementerian serta trtgas dan kewenangannya
hil"lsr.rakan oleh Wakil Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk'

BAB ]II

KEANGGOTT\AN DPRD

tr)

(r)
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(l) Masa jabatan
sumpah janji
mengucapkan

Pasal 32

(f ) Anggota DPRD diterrtulcan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRD 5 (lima) tahun teriitu.rg, sejak pengucapan

rlan beral<hir irada saat Anggota DPRD yang baru
sturrpah/janji.

Pasal 33

Cengan keputusan Guberrrur sebagai rryakil(1) Keanggotaan I-)PIRD diresmikan
Pemerintah Pusat.

(2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan

_ pada laporan Komisi Pemiiihan Umum Daerah.

(3) Anggota DPRD seltelum rnu.rrl&ogku jabatannya mengucapkan sump-ah/janji
secara bersama-sama dalam rapat paripuma y{tg dipandu oleh ketua
Pengadilarr Negeri di Daer:ah,

(1) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji
anggota DPRD clipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior
ya;t ciitunjtrk dalarn hal wakil ketua pengadilan negeri berhalargan.

(5) Rapat par-ipuma sebaga.imana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh
pimpinan f pnp perioCe sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang
paling tua dan/arau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan

,:, bpnO periode sebelumn-va berhalangan hadir.

(6) Anggota DPRD .vang berhalangan mengucalk.l sumpah/jan1,.- lgrsama-
sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 34

(^) pengucap,ap st,mpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal

berakhirnlra masa jabitan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode

sebelumnya.

(2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh
pada h.rri librli atau hari y*S dili6urkan, pengucapan sumpah/janji
dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 35

(1)Pengucapan su:npah/janji anggota DPR? sebagaimana dimaksud dalam Pasal
' '. 32,Iidampingi oilh ,lot 

"rri^rurr, 
rurr.r^i dengan agarnanya masing-masing.

(^ ) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaireana dimaksud pada ayat (1),

anggota DPRD Yallg beragama:

". 
1"1"*, diawali clengan frasa "Detri Allah';

b. prc,testan dan Kalotk, cliakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong

saya"l
c. Pudha, diawaii dengan
d. r{indu, diawali dengan

frasa oDemi Hyang Adi Budha"l dan
frasa oOm AtE:h Paramaw'^sesa'.
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(,j) Setelah mengakhiri pengucapan . sumpah,Janji, anggota DPRD
menandatangani berita acara pengucapan sump"tr,4"qii.

Pasal 36

Sumpah/jar:,ji sebagarma.na dimaksud dalam pasal 32 sebagai berikut:oDenri Allah (1 uhan) saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya rkatt memenuhi kewqjiban saya sehagai Pnggota/Ketua/Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Ratqyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-
adilnya sesuai dcrrgan peraturan perundang' undangan, dengan berpedoman
pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
bahvva sa1,a 6ut*rn menjalankan kewajiban akan bekeda dengan sungguh-
sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan
kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang,
dan golongan;
bahu,a saya akan memperjuangkan aspirasi ralqyat yang saya wakili untuk
mewujudkan tu,i11411 nasional demi kepentingan bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.' 

I

Pasal 37 '

(1)

(21

Dalam hal calo.r Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada
saat pengucapan sumpah/janji, vang bersangkutan tetap melaksanakan
pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.

Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada
saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan
pengucapan. sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga
diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.

Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana
berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap
mulaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat
itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB IV

ALAT KELENGKAPAN DPRD
Bagian l(esatu

Umum

(3)

(1)

: Pasal 38

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
a. Pimpinan DPRD;
b. Badan Mus.yawarah;
c. Komisi;
d. Bapemperda;
e. Badan Anggaran;
f. Badan Kehormatan; dan
g. alat kelengl<apan lain yang diperlukan dan dibentuk

paripurna.
ehf tejengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada
sampai dengan huruf f bersifat tetap.

berdasarkan rapat

ayat (1) huruf a(:.:)
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(s)

('1)

(r)

,ri)

Alat kelengka.pan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa
panitia khusus yang bersifat tidak tetap.

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh
sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

Kelompok pakar atau
tidak tetap.

Badan Musyawarah,
Kehormatan dibentuk
DPRD.

tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat

Kornisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan
oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan

(')

n Pembentul<an alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD. --

Pasal 39

Pimpi^ran alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebAgai pimpinan pada
alat kelengkapau DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang
merangkap sebagai pimpinan pada Radan Musyawarah dan Badan Anggaran.

Bagian Kedua
Pimpirran DPRD

Pasal 40

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil

keputusan;
b. menyusun rellcana kerja Pimpinan DPRD;
c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakr.l ket:.la;
d. melakukan l<oordinasi dalam upaya menyinergrkan pelaksanaan agehda

dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati'dan pimpinan lembaga/

instansi vertikal lainnya; I

g. mewakili DPRD di pengadilan;
h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau

rehabilitasi enggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

i. menyampa ikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripuma
yang khustts diadakan untuk itu.

pembagian tugas seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan

dalam Keputusarr PimPinan DPRD.

Pasai 41

Pimpinan DPRD mempunyai hak dan wewenang :

a. meminta laporan iencana dan hasil kegiatan Alat.Kelengkapan DPRD;

b. mendampingi kegiatan Alat Kelengkapan DPRD; dan

c, hak dan *i*"i-rg lain yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan

Pembagian tugas antara pimpinan DPRD dalam mendampingi kegiatan Alat
Keleng[apan DpRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

ditetapkan Dersama pimpinan DPRD. 
20
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(3)

r4)

pimpinan DPRD dapat melakukarr konsultasi kepada instansi'vertikal'

Konsgltasi kepada instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

J"p"t didampirrgi komisi terkait bidang tugasnya'

Pasal 42 
:

Proses penetaparr Pimpinan DPRD diiaksanakan sesuai derrga'n Undang-

Undang mengen ai pemerintahan daerah'

Dalam ha1 pirrpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum

terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementana DPRD yang ditetapkan

sesuai dcngan Peraturan undang-u"aut g mengenar Pemerintah Daerah'

i

pimpinan semelrta,ra DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

1 (satu) orang ketua dan 1 (satuftrang wakil ketua yang'berasd daer 2 (dua)

partaipolitikyangmemperolehkursiterbanyakpertamadankeduadi
DPRD.

Dalam hal terdar:at lebih dari 1 (satu) partai politik yang mimperoleh kursi

terberryak *am^, ketua dan wakil ketua sementara DI'RD ditentukan Eecara

musyawaraholehwakilpartaipolitikbersangkutanyangadadiDPRD.

Pimpinan semeutara DPRD bertugas: "

a. memimPin raPat DPRD;

[. *.*f"silitasi^pembentukan Fraksi; 
'-\DDT\ +,

c. rnemfasilitasi penyusunan i^rr."rg* Peraturan DPRD tentang Tata

Tertib IJPRD; dan
d. memproses penetapan Pimpinan DPRD clefinitif'

Pasat 43

pinpinan DPRD terdiri atas i (satu) orang ket;ra dan 2 (dua) orang wakil

ketua.

,2) P:mpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal

berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak cti DPRD.

(i)

(2)

(t)

t4l

5)

,1)

r:3)

(1)

dari partai Politik

(s)

I(etua D'RD ,alah anggota DPRD yang berasal dari parcai politik J'ang

memperolah kursii terbanyak pertama di DPRD' I 
'

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) par"tai politik yang memperoleh kursi

terbanyak pertama sebagaimana dimatsua pada ayat ,3), kotua DPRD ialah

anggota DPRD l.rrg bJrasal a^i partai politik yang memperoleh suara

terban5-ak. 
r

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai pol'itik yang nremperoleh suara

terbanyat sam^ sebagaimana dimaksud pada ayat (4)' penentuan ketua

D'RD dild.kukan berdasarkan persebaran perolehan suara partzt' politik

yang paling merata urutan pertama' 
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(6) Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD
yang berasaL dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua,

Dalam 'hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD
yang berasal daii partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak
kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD sebagaimarra
dimaksud pada ayat (5), wakil ketua DPRD ditetapkan dari anggota DPRD
ya:g berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling
merata urutan kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah
wukil ketua DPRD.

Pasal 44

Partai politik J'ang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42, menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan
DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan
ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpi^^-^: DPRD.

Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD
kepada Gubem rr r rr^elalui Walikota untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 45

/ 1 ) Pimpinan DPRD sebagai.'.nana dimaksud dalam Pasal 43, sebelum
memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung 'DPRD

setempat yarLgdipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.

(2) Dalam hal pcngucapan sumpah/janji di gedung DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan,
pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat
lain.

(t) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berherlangan, pengucapall sumpah/janji pimpinan DPRD dipandu oleh

Vlakil Ketua Pengadilan Negeri.

(, ) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) berhalangan, pengucapan sumpahfianji pimpinan PPID drpandu .oleh
hakim senioi pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Negeri,

Pasal -i6

pimpirran DPRD merupa.kan satu kesatuan pinrpinan yang bersifat kolektif clan

kolegial.

(7)

(8)

(1)

(21
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(r)

(: l)

Pasal 47

Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan

sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa
jaba tan keanggotaan DPRD.

pimpirran DPRD berhenti dari jabatannl'a sebelum berakhir masa
jabatannya karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundrrrkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan

Peraturan perundang-undangan; atau
d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.

I

Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
a. ierbukti melanggar sumpah/janji jabatari dan Kode Etik berdasarkan

keputusan badan kehormatan; atau ' h"

b. puit"i politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang

tersangkutan 
'sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan

peraturan oerundang-undangan. i

Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakii ketua
menetapkan saiah seorang dianmranya untuk melaksanakan iugas ketua
sampai dengan clitetapkannya ketua pengganti definitif.

Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan

tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yadilg bersangkutan melaksanakan

tugas ketua DPRD sampai dengan'ditetapkannya ketua pengganti definitif' -

Pasal 48

Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD

dalam rapat PariPurna

Pemberhentian Pimpinan DPRTJ ditetapkan dalam rapat paripurna'

Penrberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD'

Pasal 49 
,

Pimpinan DPRD mcnyarnpaikan keputusan qtID tentang pemberhentian

Pimpinan DPRD t "p"a" irb"*r. seb.aSai wakil Pemerintah Pusat melalui

Bupati untuk per|smian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari

terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripuma'

Bupati menyampaikan keputusan DPRD kabupate![-k2a sebagaimana

dimaksud pra. avat (1) keiada Gubernur sebagai *"L11 Pemerintah Pusat

p"fi"g lambat Z ttir:un) i+".i terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD' ;'

(3)

r5)

(1)

(2)

(3)

(1)

,?,)

(3) Keputuear, DPIID sebagaimana dimaksud pada ayat (1):dan qyat (2) disertai

dengan berita acara rapat padpurna'

Pasal 50

(1) pengganti Pinrpinan DPIP_ yang berhenti berasai dari partai politik yang

samidet gan Pimpinan DPRD yarLg berhenti'
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()

,.21 Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan 'oleh pimpinan
partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan. ditetapkan
dengan keputusan DPRD.

(J) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti
Pimpinap DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Rrsat melalui
Bupati.

Pasal 51

(l) Dalam hai ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan
sementara, Pimpinan DPRD lainny,:. melaksanakan musyawarah untuk
menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk inelaksanakan tugas ketua
DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sernentara.

(::) Hasil musyawarr.h Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkaridergrt kepulusan Pimpinan ppnO.

(3) Pimpinan Di)RD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD
sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersarnaan dengan ketua DPRD
yans berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 52

Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan
atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pt'mpinan partai
politik asal Pimpinan DPRD )'ang berhalangan sementara mengusulkan
kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari
partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Piinpinan DPRD yang
sedang menjalani masa tahanan atau berhalangantser^rentara

Usulal pimpinan partai politik sebagaimana climaks,.rd pada ayat (1)

diumumlian cialam rapat paripuma dan selanjutnya ditetapkan dengan
keputusan DPRD.

Pasal 53

Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau
berhalangan sementa.ra, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD

-engusulkan Anggota DPRD clari partai poliCknya untuk melaksanakan
tugas Pimpinan DPRD yarrg seda.ng menjalani masa tahanan atau
berhalangan sementara. :

usulan sebagaimana climaksud pada ayat (1) disampaikan keptda DPRD

paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD

menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dim.k"Y.d P"9. a.yat (2)

diumumkan dalam rapat'paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan

keputusan DPRD.

Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3i dipin^pin oleh

enggo.a DPRD paling tua dan/atau paling muda

paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya kepuruqso.ll DPRD

sebaglimana a'-ai.suA pada ayar: 131, keputusan DPRD di:sampaikan

(2)

(2)

(3)

(4)

(s)
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kepada Cubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh
Pimpirran DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.

(6) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama
7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung
sejak direrimanl'a keputusan DPRD.

Pasal 54

, ') Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang
Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(21 Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan gubernur
sebagai wakil P:rnerintah Pusat.

( t) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan
DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unclangan.

Pasal 55

,-ralam hal Pimpinan DPRD sehagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52
terbukti t.idak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
i,ekuatan hukum tetap:
a Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai

anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
b. Pimpinar DPRD melakukan rehabilitasi melalui oengumuman dalam rapat

par ipurna

Bagian l(etiga
Badan Musyawarah

Pasal 56

(') Anggota badan musyawarah paling banyak 1/2 (satu perdua) da4 jumlah
Anggota DPRL) berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

(,) Sus'rnan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat
paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan
anggaran

(3) Pimpinan DPRD karena jabatannl'a juga sebagai pimpinan badan
musyawarah clan merangkap anggota badan mUsyawarah.

(4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan

musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
I

(r) perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyali/arah ke alat kelengkapan
DpRD lain hanl,a dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam

badan mr"yr.rolrah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan

berdasarkan usul Fraksi.

--_ -- Pasal 57

(1) Badan musyal,varah mempunyai tugas dan wewenang:
a. .rr.rrgooidinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kgrja tahunan dan

5 (liira) tahunan DpRD dari slluruh rencana keda alat kelengkapan
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b. menetapkan agenda DPRD untul< 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian
dari suatu rnasa sidang, perl;iraan waktu penyelesaian suatu masalah,
dan jangka rvaktu penyelesaian rancangan Perda;

c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam r-nenentukan garis
kebiiakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;

d. meminta dan/atau rnemberikan kesempatan kepada alat kelengkapan
DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjeiasan
mengenai petaksanaan tugas masing-masing;

e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
h. melaksarakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat
diubah daln-m rapat paripurna.

",.{3) Setiap anggota badan musyawarah rvajib:
a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambiian kc;::'+r.rs41 dalam

rapat badan musyawarah; dan I

b. r.r"ry"*paihan lrasil rapat badan musyawarah kepada Fraksij

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 58

( ') Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu
komisi.

J umlah kornisi dibentuk sesuai dengan Undang-Unclang mengenai
Pemerintahan Daerah. . :

Jumlat- keanggo"aan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan
perirrbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.

Keanggotaan clalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul
Fraksi.

Ketua., wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan c,leh anggota
komisi ctan dilaporkan dalam rapat paripurna, Masa jabatan ketua, rvakil
kettra, dar sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil }:etua, dan/atau sekretaris
komisi, dilakukin kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau
sekretaris kornisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

Ilasa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi
meneruskan sisa masa jabatan yangdigantikan

pe::pindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa
keanggotaannya Oatam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan
usul Fraks'i.

Pasal 59

h;misi mempunyai ttrgas dan wervenang:

;2)

(2)

r.l)

( ,l)

(;)

{6)

(71

(r)
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a memastikan terlal<sananya keu'ajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi ken'enangan daerah dan kewajibAn lainnya
sesuai dengan lcetentuan peraturan perundang-undangah;

b melakukan pembahasan rancangan perda;
L melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan rLlang

lingkup tugas kornisi;
d melakukan penga\\'asan terhadap pelal<sanaan Perda sesuai dengan ruang

lingkup'tugas komisi;
e. membantu Pimlrjnan DPRD dalarn penyelesaian ml,sarah yang disampaikan

oleh Bupati dan,'atau masyarakat kepada DPRD;
f. menerima, mena.lnpung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi

masyarakat;
g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
h.-rrelakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;

-*-'{ mengadakan rapat kefia clan rapat dengar pendapat; ,

j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang
lingkup bidang tugas komisi; dan

k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil

_ 
pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 60

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan kvmisi lain
dan/at.'r alat kelengkapal:r DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

' Pasal 61

(1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang merupakan kervenangan Daerah.

Komisi DPRD melip.rti:
a, Korrisi I;
b. Komisi II;
c. Komisi III; darr
d. I(onrisi iV.

(:) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) aclalah sebagai beril<ut:
a. I(omisi I, bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi:

1. Bupati dan Wakil Brrpati;
2, Sekretariat DPRD;
3. Bagian Tata Pe:nerintahan Setda;
4. Bngian Hukum Setda;
5. Bagian Urrrum Setda;
6. Bagian Hubungan Masyarakat Setda;

7. Bagian Organisasi dan Kepegarvaian Setda;
8. Badan Kepegawaian Daerah; :

9 Dinas Pemberdaya.an Masyarakat dan Desa;

10. [.,rinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
1 1". Dinas Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Lingkungan HiduP;
I 3. Inspektorat Kabupaten Rembang;
14. Satuan Polisi Pamong Praja;
t S, K'a ntor l(esatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan

16. Kecamatan/ Kelurahan dan Desa. 
ZT
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b. Komisi II, bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi:
1. Bagian Administrasi Perekonomian Setda;
2, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,dan usaha Kecil

dan Menengah;
Dinas Penanarnan Modal, Pelayanan Terpadu satu pintu dan
Tenaga l(era;
Dinas Pertanian dan Pangan;
Dinas Iieiautan dan Perikanan; dan
BUMIJ.

c. Komisi III, bidang Pembangunan meliputi:
1, Bagian ltdministrasi Pembangunan Setda;
2. Dinas Pekedaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
4. Dinas Perhubungan;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

d. Komisi IV, Bidang Kemasyarakatan meliputi:
1. Bagian l(esejahteraan Rakvat Setda;
2. BLUD RStrD dr. R. Sutrasnoi r

3. Dinas i(esehatani ,

4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
6. Dinas I(cbudayaan dan Pariwisata; dan
7. Dinas I(earsipan dan Perpustakaan.

(4) Ruang lingkrrp tugas untuk tiap-tiap Komisi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) memperhatikan ptinsip keseimbangan, pemerataan, kesamaan,
keserasian dan keterkaitan.

_ (5) Dalam hal yang dianggap perlu untuk mencapai daya guna dan hasil guna- dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, Pimpinan DPRD
dapat memutuskan untuk mengadakan perubahan mengenai rincian
pembidangan, dengan terlebih dahulu memperhatikan pendapat masing-
masing Komisi.

4.

5.

6.

-.tl)

(2t

(3)

(':')

Bagan Kelima
Bapemperda

Pasal 62

Anggota P,apeinperda clitetapkan dalam rapat paripurna menurut
perimbangan dan pemerataan anggota komisi.

Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah a.flggwi* i:cmisi yang
lterbanyak. :

Pimpinan Bapernpelda terdiri atas 1 (satu) orarlgl<etua dan 1 (satu) orang
wakil ketua yarlg Cipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.

Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda
dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
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i

( ;) Mash jabatan pinrpinan Bapempercia selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

(") Perpindahan Arrggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD
lain dapat dilakukarr setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda
paling singkat 1 (satr-r) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 63

Rapemperda mempurryai tugas dan wewenang :

e menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar unlt
rancarlgan Perda berdasarkan skala prioritas pembentuka:r ranc€rngan Perda
disertai alasan unruk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;

t,. mengoordinasi!<an penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD
dan Pemerintah Dacrah;

L. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan
usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;

s,. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapr,.n konsepsi
rancangan Perda ),ang di4jukan anggota, komisi, atai& gabungan komisi
sebelum rancarlgan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

e. mengikuti pembahas€rn rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan
Pemerintah Daerah;

r'. Elemberikan pertimbarlgan terhadap usulan pen'r'usunan rancangan Perda
yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program
pembentukan Perda;

g, mernberikan pertimoangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancarlgan
Perda yang berasa' dari Pemerintah Daerah;

h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan
materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan koinisi dan/atau
panitia khusu.-:
memberikan masLlkan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda .yang
ditugaskan oleh badan musyarvarah;
melakukan kajiarr Perda;dan
membuat laporan kiner;'a pada masa akhir keanggotaan DPRD dan
menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan
bagi komisi pada lxasa keanggotaan berikutnva.

Bagian Iieenarrr
Badan Anggaran

Pasal 64

Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan
mempertimbangkan keanggotaalrnYa dalam komisi dan paling banyak %
(satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD.

Ketua dan wat<il l<ettta DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan
merangkap anggota badan anggaran

Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua badan anggaran ditetapkan
dalam rapat paripurna.

Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran
dan bukan sebagai anggota.

J.
k

(1)

(2)

(3)

(4)
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(5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan
lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya delam badan
anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 65

Badan anggaran mempunyai tugas dan wewenang :

a. me:nberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati
dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang
rencana kela Pemerntah Daerah ditetapkani

b. melakukan konsuitasi yang diu,akili oleh anggotarya dengan komisi terkait' untuk memperoleh masukan dalam rangka pemb.rhasan rancangan
kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran semerrr-'.^ra;

c. memberikan sar"n dan pendapat kepada Bupati dalam mem:persiapkan
rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD,
dan rancangarl Perda tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;

c, melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan .

Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggu ngiawa ban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernu.r
sebagai wakil Pemerintah Pusat bagr DPRD bersama tim anggaran
Pemerintah Daerah;

e. melakukan pembahasarr bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap'
rancangan kebijaka:l umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon
anggarar. sement.ara yang disampaikan oleh Bupati; dan

f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penJrusunan artggaran
belanja DPRD.

('l

Bagan Ketujuh
Badan Kehormatan

Pasal 66

Anggota Badan l(ehormatan dipilih dari dan oleh Anggota
5 (lima) orang.

DPR ) berjumlah

(r1)

()

(21 Pimpinan badan l<ehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu)
orang u,akil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.

Anggota badarr l<ehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna
berdasarka:r usul dari masing-masing Fraksi.

Masing-masing l"aksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon an5gota
badan kel^ormatatl.

(l;) Dalam ha1 dr DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki
jumlah kursi lebiir banyak berhak mengusulkan 1l (dua) orang calon anggota
badan kehormaralt.

(,,) Perpin6aharr Ang3ota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan
lainnya ctapat ililaktrkan setelah rnasa keanggota?nn{a dalam badan
kehormatan'paling singkat 2 (dua) tatrun 6 (enam) bulen berdasarkan usul
Fraksi.

Pasal 67

(1) Baclan Kehormatan memputnyai tugas; I
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a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatunan Anggota DPRD
terhadap sumpah,/janji dan Kode Etik;

b. meneliti dugaen pelanggaran terhadap sumpah /janj; dan Kode Etik yang
dilakukan Anggota DPRD; I

c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klnrifikasi atas pengacluan
Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan

d. melaporkan keputusan badarr kehormatan atas hasil penyelidikan,
verifikasi, dan klarilikasi sebagaimana dimaksud pada truruf c kepada
rapat paripurna.

'it gu. bacian kehcrmatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat,
kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD

Pasal 70

Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69,
Badan Kehornratan- melakukan penyelidikan, verifikasi, dart klarifikasi
dengan cara:
a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu,

rlan/atau pihak lain ya-ug terkait; dan/atau
b. memveififasi dokumen atau bukti lain yang terkait. 

,':
Ha.sil penyelidikan, verifikasi, dan klar-ifikasi badtrn kehormatart'dituangkan
dalam berita acara.

(3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada aya.t (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan
dari ahli independen.

Pasal 68

Dalam rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 67, Badan
Iiehormatan berwena,'lg:
a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran

sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi ata,r pembelaan
atas pengaduan ciugaan pelanggaran yang dilakukan;

b. meminta keterangan pelc.por, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk' meminta dc'kumen atau bukti lain; dan
c. menja-uhkan sarrksi kepada Anggota DPRD yang iterbukti melanggar

sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 69

(1) Pimpinan DPRD, Lnggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan
pengaduan rlugaa.n pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada
Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai
identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.

(:,) Pirnpinan DPRD wqiib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada
aya[ 11) kepada Badarr Kehormatan paling lama 7 (tuluh) Hari terhitung
sejak tanggal pengaduan diterima.

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada,ayat (2) Pimpinan
Opnn tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan
Kehormatan men indaklanj uti pengaduan tersebut.

(')

(2t
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i ]) P'mpinan DPRD dan badan kehormatan me::jamin kerahasiaan hasil
penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

(1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpalr/janji dan
Kode Etik, Baclan liehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
a. teguran li.ran;
b. teguran tertr-rlis;
c. mengusulkarr pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
d. mengusulkarr pemberhentian sementara sebagai Arrggota DPRD;

dan/atau
e. mengusrtlkarr pemberhentian sebagai Anggota DI,RD sesuai dengan' ketentuan peraturan perundang-undangan.

l.) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkarr dengan keputusan
badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.

(3) Keputusan Badan kehormatan DPRD sebagaimanp dimaksud pada ayat (2)

berisi materi muatan penjatuhan sanksi kep4da anggota DPRD yang
terbukti melanggar peraturan DPRD tentang tata tertib dan/atau peraturan
DPRD tentang kode etik.

(4) Sanksi berupa pemberhentian sebngaimana dimaksud pada ayai (1) huruf c
.--_..----- - dan huruf d dipr-rblikasikan oleh DPRD.

(5) Keputusan Bacian Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan olch pimpinan DPRD kepada anggota DPRD -\:ang
bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang

_ bersangkutan.

Pasal 72

(1) Dalam hal Bacian Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai
pimpinan alat l<elengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat
i<elengkapan DI'RD palirrg lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak
diumumkan dalarn rapat paripurna.

(21 Jedwal rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh rradan musyiwarair paling iama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sankiii. berupa
,,emberhentian sebagai Anggota DPRD .diproses sesuai dengan ketentuan
oeraturan perund an g-undangan.

Pasal 74

Tata cara pengacluan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara badan

k:hormatan Jiatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan

I.-ehormatan.

Bagian KedelaPan
Panitia Khusus
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Pasal 75

(1) Panitia Khusus .iibentuk dalam rapat paripurna atas usul Ar.ggota DPRD
setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.

(?l Pembentukan Panltia Khusus ditetapkan dengan keputusan DI']RD.

(3) Pembentukan palritia khusus dalam waktu yarrlg bgrsamaan ;:aling banyak
sama jumlahnya de:rgan komisi.

(4, Masa kerja Panjtia Khusus:
a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; ^.tau
b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Ferda.

(5) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa keda dalam rapat
paripurna.

Pasal 76

(1; Junnlah anggota panitia khusus DPRD paling banyak i5 (lima belas) orang,

(2) Anggota pa.nitia khusus terdiri atas anggc,ta komisi terkait yang,diusulkan
oleh masing-masirrg Fraksi'

(3, Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih darl dan oleh anggota panitia
khusus.

Pasal 77

(lt Dalarn melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud cialam pasal 80

panitia khusus daPat melakukan :

a. Rapat i<erja clengan OPD terkait;
b. RaPat dengan tirn P€r'lmUSi
c. I(onsultasi;
d. I(unjungan lierja; I

e. I(unjungan '-aPangan; dan '

f. RaPat dengar PenrlaPat umum'

(21 Rapat dengar pendapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
' '- 

- dapat,dilaksanakan dalarn bentuk:

a. Sosialisasi:
b. Seminar; dan
c. Lokalarya atau diskusi Publik'

- (3) Dalam pelaksanaan tugas seperti yang dimaksud pada ayat (1) ketua panitia

khusu" h"rr" berl<oordinasi dengan unsur pimpinan.

Bagian Kesembilan ,.

I(elomPok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 78

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkap"l-PlRD diangkat dan

dioerhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan
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kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat
kelengkapan DPRD.

(2) Kelompok pakar atau tim ahli bekeq'a sesuai dengan pengelompokan tugas' dan we\lrenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengiap"r, npnO.

.,t.31 Kriter:a, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan
sesuai deltgan l<etentuan perundang-undangan.

!

(4) Kelompok pakar atau tim ahli paiing sedikit memenuhi persyaratd.n :

a. berpendidikan screndah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman
paling singkat 3 (tiga) tahun;

b. menguasai bidang )'ang diperlukan; dan
c. menguasai tugas dan fungsi DPRD

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD
Bagian l(esatu

Umum

Pasal 79

( ) DPRD mempunyai hak:
a. interpelasj;
b. angket; dan
c. n:enyatakan pendapat

fl Anggota DPRD rnempunyai hak:
a. mengajukan rancangan Perda;
b. .nengajukan perta.nyaan;
c. menvalnpaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih;
e, membela diri;
f. imunitas;
g. mengil<t'ti orierrtasi dan pendalaman tttgas;
h. protokoler; cian
i, keuangan dar r administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

:, Pasal 80

( ) Usui pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-
Undang me:lgenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada

pinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna

('z) Pengusulan hal< interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disertai
dengan dokumen y+ng memuat paling sedikit:
a. matei.i kebijal:an danf atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;

dan I

b. alasan perrnintaatr keterangan.

Pasal 81

(l ) Rapat paripurna mengenai usul hal< interpelasi dilakukan dengan tn'hapan:



------'- c.

pengusul merlyanlpaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas
penjelasa.n pehgusul; dan
para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota
DPRD.

Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merdadi hak interpelasi DpRD
apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang <iihadiri lebih dari
1/2 (satu perdua).jumlah Anggota DPRD dan keputusar, diambil dengan
persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua)jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebehrm rrsut hak interpelasi
memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebegaimana dimaksud pada
ayat (2l,disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

Pasal 82

Dalam rapat pa.ripurna mengenai penjelasan Bupati:
a.. Bupati hadir inemberikai penjelaJan; dan
b. se.iap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.

Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberika, :perrjelasan
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat
terkait untuk nrerval<ili

Pandangan D^DRD atas penielasan Bupati ditetapkan.dalam rapat paripurna
dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan
untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati.
dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga
Hak Angket

Pasal 83

(') Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan U'ndang-
Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada
Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.

ct.

b.

(2)

(3)

t4)

(1)

(2)

(3)

t;)

(: i) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat
dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan

undongan )rang akan diselidiki; dan
b. alas:.n penyelidikan.

(1) disertai

perundang-

Pasal 84

(r ) Iiapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
a. pengusul mer.yarnpaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan meld.lui Fraksi;

dan
c.. pengusul rnemberikan jawaban atas pandange-n Anggota DPRD.
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(:, ) usul scbagaimarra dimaksud pada ayat (1) menjadi hak qngket jika
menciapat persetujuan dari rapat oaripurna yang dihadiri ltaling sedikit 3/+
(tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan Putusan aiambil dengan
persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang
hadir.

Pengusui dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket
memperoleh keputusan dalam rapat padpurna.

Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
a. membentuk pranitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang

ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
b. men1'ampaika'r lceputusan penggunaan hak angket secara tertulis

kepada Bupati.

Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat
diajukan kembali.

Pasal 85

Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan Capat memanggil
pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang
dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk
memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau
dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.

Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang
dipanggil sebagairnana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan
DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan
pe,',rndang-undangan.

Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga
masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut turut tidak
memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan
Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan
perundang. undangan.

(: ;)

(.;)

(s)

----6t

(21

(3)

, Pasal 86

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 diterima
<,leh DPRD dan "a" 

irCit asi tindak pidana, DPRD menyerahkan pinyelesaian
proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan
p :raturan perunclan g-undangan.

Pasal 87

prnitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling
li nra 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitra angket.

Bagan Keempat
Hak Menyatakan PendaPat

Pasal 88

(r ) Usul pelaksanaan hak menyatakan pend"p?t Yau,rg telah memenuhi
ketentuan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan
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Anggot-a DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat
paripurna.

Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit
a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
b. materi hasil pelaksanaan hak interpelrasi dan/atau hak angket.

Usul pernl'ataan pendapat dilaksanakan oteh Pirnpinan DPRD disampaikan
dalam rapat paripurna.

Pasal 89

(1) Rapat paripurna nlengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan
tahapan:
a. pengusul meuyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
b. Anggota D,]RD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
c. Bupati m^mberikan pendapat; dan
d. pengusul rnernberikan janaban atas pandangan Anggota DPRD dan

pendapat Bupati.

( l) Usul sebagaimana climaksud pacla ayat (1) menjaCi hak menyatakan
pendapat DPRD .r.pabiia mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang
dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan
putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari
jumlah Anggota DPRD yang hadir.

(:;) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud irada ayat (1) tidak
dihadiri paling sedikit 3/4 {tiga perempat) dari junllah Anggota DPRD, rapai
ditunda paling l;anyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing
tidak lebih dari i (satu)jam. '

(+) Apabila pada akhir waktu penur:.daan rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat

_-.- menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.

(5) Apabila'setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga
terpenuhi, pelal<sanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat
diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.

- (5) Pengusul .dapat menarik kembaii usulannya sebelum usul pernyataan
pendapat memperoleh Kcputusan DPRD dalam rapat paripurna.

(.71 Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan .tieputusan
Dfl?D yang memuat:
a. pernyataan pendaPat;
b. saran penyelesaianrrya; dan
c. peringatan,

Bagian Kelima
Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1

Hak Mengajukan Rancangan Perda

! ' Pasal g0 
,

Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Per:da.

t').)

(3)
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(2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disar.,ip*.1:an kepa6a
Pimpinan DPRD dalam bentuk_r.rrcarrgan perda di.;;; ;ur1,;ir:.""U;;;tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

(')

(r)

( r)

't2)

Patagraf 2
Hak Mengajukan pertanyaan

Pasal 91
,!

Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada ,pemerintah
Daerah b:rkaitan cengan tugas, fungsi, dan wewlnang DPRD baik secara
lisan maupun secara tertulis.

Jawaban terhaciap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertu!.is dalam tbnggang waktu
yang disepakati Lersama.

Paragraf 3
Hak MenSrampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 92

setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan
pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.

Usul 4an pendapat sebagaimana dimaksud pe.da ayat (1), disampaikan
dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan
kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 93

Setiap Anggota DPRD berhak untuk merrrilih dan dipilih menjadi pimpinan alat
k elengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota DPRD yang diduga
r'!iberi kesempatan rtntuk
kepada badan kehormatan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 94

melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik
membela cliri dan/atau,memberikan lleterangan

Pare^graf 6
Hak imunitas

Pasal 95

(1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan
Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
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{21 Anggota DPRD ticJak dapat dituntut c1i depan pengadilan karena pernyataan,
pertanyaan, denlatau pendapat -\'ang dikemukakan, baik secara lisan
maupun tertulis di daiam rapat DPRD ataupun di luar rapat DPRD y{tg
berkaitan dengar-i fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

(3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan,
pertanyaan, danT'atau pendapat yang dikernukakan, baik di dalam rapat
DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta
tugas dan weu,errarlg DPRD.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud paCa ayat (1) tidak berlaku dalam hal
anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telatr disepakati
dalam rapnt tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang rlimaksud
dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan
peratu ran peru n cl ang-undangan.

Paragral T
Hak Mengikuti Orientasi dan

Pendalaman Ttrgas

Pasal 96

r i ) fuiggota DPRD mempunyal hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan
tugas sebagai Angg:ta DPRD pada permulaan masa jabatannya dan
mengikuti pendalar4an tugas pada masa jabatannya.

(2) Crientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD provinsi,
partai politik, atau perguruan tinggi.

Pendanaan untr-lk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota

DPRD dibebankar"r pada pen-velenggara.

y'nggota DPRD nrelaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan oendalaman

tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8
Hak Protokoler

Pasal 97

pimpinan dan Arrggota DPRD memiliki hak protokoler.vang pelaksanaanya sesuai

dengan peraturan perundang-undar gan.

Paragraf 9
Hak Keuangan dan Administratif

Pasal 98

p'mpinan dan Anggota DPRD memiliki hak keuangan dan Administratif yang

p:laksanaanya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan''

(3)

(")
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Keu,ajibarr Anggota DPRD

Pasai 99

Anggota DPRD berke',,r,aiiban :

1. memegang teguh Can mengamalkan pancasila;
u. melaksanakan lJndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahurr

L945 dan menaati ketentuan peraturan-perundang
c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan

Negara Kesatuan Republik lndonesia;
d. mendahulukan l<epentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok,

atau golongan; ,

f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
g. menaati tata tertib dan kode etik;
h. menjaga etika dan norrna dalam hubungan kerja dengan lombaga lain

dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

_ i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja
secara berkala;

j. menarnpung dan meninindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat;
k. memberikan pertanggungiawaban secara mor.al dan politis kepada

konstituen di daerah pemilihannya; Can
l. meiaporkan laporan harta kekayaan pejabat Negara (LHKPN) sesuai dengan

ketentuan peratr l ran peru ndang-undangan.

BAB VI

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 100

(1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota
DPRD.

Tahun sidang drbagi dalap 3 (tiga) masa persidangan.

Masa persidangan nreliprlti masa sidang dan masa reses, kecuali pada
persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses

ditiadal<an.

(4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan
tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-
,rr?"rrgarr, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan

tugas 
-dan - 

kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-

undangan.

Pasal 101

I ) Masa reses bagi DPRD dilaksanakan paling lama 6 (enam) h ari dalam 1

(satu) kali reses.

l2l

(: ,)
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{ }) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota ;)pRD palinglambat 3 (tiga) i{ari sebeh-tm ,r,^r" reses dimulai melalui saluran yangmuJah diakses.

(3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok
d :laksanakan dengan memperhatikarr.
€-. waktu reses anggota DPRD Kabupaten pacla daerah pemilihan yang

sama;
h. Rencana Ke{a pemerintah Daerah;
c. hasil penga\\.;rsan DpRD selama masa sidang; dand. kebut'-rhan konsultasi publik dalam pembenitrkan perda.

(4) Anggota DPR] u,aiib melaporkan hasil pelaksanaarl reses kepada pimpinan
DPRD, paling sedikit memuat:
a. 'vaktu dan tempat kegiatan reses;
b. tanggapan, erspirasi dan pengaduan dari rTrEs5:414Lat; dan
c. clokumentasi oeserta dan kegiatan pendukung.

( ,) Anggota DPRD )'ang tidak lxen)'ampaikan laporan sebagaimana climaksud
pada a-r,at (4), ticlal< dapat melaksanakan reses berikutn;.a.

Pasal 1.02

(i) Jenis rapat DPRD terdiri atas: ,'
a. rapat paripurma:,
b. rapat Pimpir.;arr DPRD;
c. rapat frraks,,
d. rapat Rapirngab/l<onsrrltasi;

-*---r" e, rapat lsadatl nrus.yawarah;
f. raPat kor.,rsi;
g. rapat gabunqalr kcmisi;
h. rapat l:adan iu'rgg&r'ol1;
i. rapat Bapemnerda;

_ j. rapat badarr ltehcrmatan;
k, rapat panitra l<irttsus:
l. r'a1;at lreria:
rn, r'apat cli:rrgnr' penclapatl darr
n. rapat ciengar'lrenrlapat umum

\2) Rapat par"ipurrr. merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD )'ang
dipirnpin oleh i<et.ua atau rvakil ketua DPRD.

(3) Ra.pat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang
dipimirin oleh ketrta atau wakil ketua DPRD.

(4) Rapat Fraksi merup&kan rapat anggota Fraksi yan3 dipimpin oleh pimpinan
'":.- Fraksr

(5) Rapat konsult;'si nrer"upal<an r6p61l antara Pimpinan DPR|D clerrgan
pirnpinan Fraksi ria.,T pimpinan alat ketengkapan DPRD yang dipimpin oleh
keLua attau r,val<il l(etua DPRD.

(f ) Rapat baclan n')usyawarah meru paka.n rapat anggota badan musyawarah
yangrlipiinpin clch ketua atau wakil ketua badan musyawarah.
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--,--(,2) Sekre.aris DPRI) mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling
lambat 3 (tiga) Hari lebelum masa reses dimulai meli-h,i o?luran yanE

Imudah dia.kses. 
;

Masa reses Ang3ota DPRD secara perseorangan atau . kelompok
dilaksanakan dengan memperhatikan:
a. rvaktu reses anggota DPRD Kabupaten pada daerah pemilihan yang

sama;
b. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
!. hasil penga\,\/asan DPRD selama masa sidang; dan
d. kebutuhan konsultesi publik dalam pembentukan perda.

Anggota DPRD 
"vqjib 

melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan
DPRD, paling scdikit memuat:
a. waktu dan ternpar: kegiatan reses;
b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari nrasyarakafi dan.
c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

Anggota DPRD -vang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 102

(r) Jenrs rapat DPRD terdiri atas:
a. rapaf parip,rma;
b. rapr.t Pimpinan DPRD;

I ::iff [l$,]l*"0/kons,rtasi;
e, "apat ba,darr rnu syar,varah;
f , rapat komisi;

h, ra.pat rJacli n ;:utggaran;
i. rapat Bay,elnpercla;
j. rapat badrtn l<ehormatan;
l(. rapat p,tnitia lilrusus;
l. r apat l<erja;
m. rapat clengai' 1:enclapat; dan
n. rapat dengar 1;end4pat umum.

(,t) Rapat paripurr-ra merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang
dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.

(l') Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang
dipimpin oleh kctrta Atau rval<il ktttta DPRD. 

r

(4) Rapat Fraksi rrerr.rpakan rapat arrggota Fraksi 1'atlg dipimpin oleh pimpinan
Fraksi.

(5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD derrgan

_.- pimpinan Fraksj clan pimpinan alat ketengkapan DPRD yang dipimpin oleh

(6) Rapir.t badan m,-lsyawarah merupal<a.n rapat anggola badan musyawarah
yang dipimpin olch ketua atau r,r,akil ketua badan musyawarah.

(3)

r1)

(5)
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,l

(2) Sekretaris DPI'(lJ mengumumkan agenda reses setiap Anggota DpRD palinglambat 3 (tiga) Hari sebelum -*t" reses dimulai melalui saluran yangmudah diakses.

-"-----ro1'- Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompokdilaksanakarr Jengan memperhatikan :a. $'aktu reses anggota DPRD Kabupaten pada daerah pemilihan yang
sama;

b. Rencana lterla pemerintah Daerah;
- c. hasil penga\\,asarr DpRD selama rnasa sidang; dand' i<ebutuharr liorrsultasi publik dalarn pembeniukan percla.

(4) Anggota DPRD u'ajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepad.. pimpinan
DPRD, paling seclikit memuat:
a. rvaktu dan tempat kegiatan reses;
b, tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
c. clokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.

(5) Anggota DPRD ]/iing tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud
pada.ryat (4), tidak dapar. melaksanakan reses berikutnya.

Pasal 102

(1) Jenis rapat DPRD,terdiri atas: i

a. rapat pariprrrr-ra;
b. rapat Pimpirran DPRD;
c, rapat Fraksi;
d. rapat Rapimgab/konsultasi;
e. rapat badan inusyau,arah;
f. rapat komisi;
g. rapat gabur-rgan krmisi;
h. rapat badan anggaran;
i. rapat r3apemi:erJa;
j. rapal badar ]rehormatan;
k. rapat parritia l<husus;
l. rapat kerja;
m. rapat dengar pendapat; dan
n. rap at dengar pendapat urnum.

(,.) Rapat paripurna ^nerupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang
dipinrpin oleh ketua atau'vakil ketua DPRD.

{f ) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinar, DPRD yang
dipimpin oleh ketua atau rvakil ketua DPRD.

(4) Rapat F-aksi merupak an rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan
Fraksi.

(5) Fapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan
pimpir-ran F-aksi clpn pimpinan alat ketengkapan DPRD yang dipimpin oleh
ket'ta atau r,val<il l<etua DPRD.

((;) Rapat Larlan rnllsya.l.vardh merupakan rapat anggota badan.n:usyawarah
ya11g ctipimpirr oleh ketua atau u,akil ketua badan musyau,arah.

41



(/) Rapat l*ornisi 'nerupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua
atau wakil ketuii l:omisi.

18) Rapat gabungar-r komisi merupakan rapat antar komisi I'ang dipimpin oleh
ketua atau wakil ketua DPRD.

()) Rapat badan anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yaf,Lg
dipinrpin oleh ketua atau u,akil ketua badan anggaran.

(10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda ye ng dipimpin
oleh ketua atau u,akil ketua Bapemperda.

(11) Rapat lradatr l<ehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan
y'-ng dioimpin oleh ketua atau rvakil ketua badan keho'rmatan.

(t2) Papat panitia i<.husus merupakan rapat anggota panitia khu.sus yang
ciipimpin ol,:h l<etua atau rt,akil ketua panitia khrrsus.

( 3) Rapat kerja mer upakan rapat antara badan o,r,ggoran, kornisi, gabungan
korrrisi, Bapempeidil, atau panitia khusus dan Bupati atau pdabat yang
ditunjuk.

(^4) Rapat tlengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi,
Bap:mperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.

(:5) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan
komisi, Be.pemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan
perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal i03

(r) Setiap lapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang
. dinyatakan tertutuP. I

t2) Rapat paripurria dan rapat dengar pendapat umum r,'ajib dilaksanakan
secara terbul<a.

(3) Selain rapat Di)ltD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Iapat DPRD

---=.--- dinyataka-n terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan
kesepakatan neset'ta rapat.

(4) setiap rapat DP{-{D dibuat berita acara dan risalah rapat.

, (5) Dalam hal rapat DPRD din.vltakan tertutup, risalah rapat wajib
disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat
tertutup yang ciipimpin lar,gsung oleh Pimpinan DPRD.

(6) pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup
untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta

raoat kepada pihak lain atau Publik.

(7) Setiap orang Yang meli at, menclengar, atau mengetahui pembicaraan atau
up sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rvajibkeputusan raPat tertu

merahasiakannya.
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(B) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan
a)'at [7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 104
:

(1)RapatDPRDcliiaksanakandidalamgedungDPRD.

t l) Dalam hal ;:apat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD,
pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan
efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan
Daerah.

( t) Rapat paripurna hanye dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila teq'adi
konoisi krrhar.

Pasal 105

(l.) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapr.t DPRD, sesuai dengan tugas
dan ke,vajibann.va.

(-l) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.

(j) Fara undangan \.ang menghadiri rapat DPRD, disediakan dafta" hadir rapat
tersendiri.

(4) Anggota DPRD ),ang hadir apabila akan meningg.alkan ruangarl rapat, wajib
memberitahukan kepada pimpirran rapat.

Bagian Kedua
Hari, Waktu dan TemPat Rapat

Pasal 106

(-) Hari keda DPRD adalah hari Senin sampai dengan Jumat

(2) Waktu raplt DPRD adalah Jam 07.3C sampai dengan 16.00 WIB;

(:r) Dalam hal tertentu dan dipandang perlu maka hari libur dapat
dipergunakan sebagai waktu rapat atas usulan pimpinau alat kblengkapan
DPRD kepada PimPinan DPRD.

(,) Di luar keteltuetn rapat sebagaimana dimaksud pada ayrt (1) dan ayat
(2), ditentuka-n oleh rapat yang bersangkutan, kecuali Badan Musyau'arah
menetaPkan -varr g lain.

(S) Semuajenis rapat dilakukan di Gedung DPRD, ilecuali karena kebutuhan
dan keadaan darurat, rapat DPRD dapat dilaksariakan di tempat lain yang

ditentukan oleh PimPinan DPRD.

Pasal 107

-----J't Rapat paripunra terdiri atas:
a.rapatpanyurnauntukpengambilankeputusan;dan
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b. rapat paripuna urrtuk pengumuman.

Rapat paripurr.a dapat dilaksanakan atas usul:
a. Bupati;
b. pimpinan alat kelengkapan DpRD; atau
c. Anggota DPRD dengan jumiah paling sedikit 1/5, (satu perlima) dari

jumlah Anggota DPRD yang rnewakili lebih dari 1 (satu) Fralisi.

Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua
DPRD berdasarl<an .iadrval rapat .vang telah ditetapkan oleh badan
musyau,arah. :

(3)

(1)

r2)

t.2.)

(-)

(, )

(4) Rapat paripur"na daiam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda
wejib dihadiri oleh Bupati.

Pasal 108

Hasil rapat pariptrrrra untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam
bentuk pera.turan a'au keputusan DPRD.

Hasil r apat alat l<elengkapan DPRD ditetapkan dalam kcputusan pimpinan
alat kelengkapan DPRD.

Bagian Ketiga
Undangan dan Peninjau Rapat

Pasal 109

(.,) Undangan rapat terdiri atas:
a. mereka yang buka.n Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas

Undangan Pirnpinan DPRD; dan
b. Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD atas

undarrgan Pirrpinan DPRD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan yang
bersangkuLan.

Peninjau clan rvartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa
undan3an Pimpir-ran DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan
DPRIJ atau Pi:ni:inan Alat Kelengkapan "vang 

bersangkutarl.

Undangan dapat herbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat

tetapi tidak mempunYai hak suara.

peninjau dan r,r,artawan tidak mernpunyai hak suara da.n tidak boleh

mer^yLtaka.n sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain'

Untuk undangan, peninjau dan wartawan disediakan tempat tersendiri.

Llndangarr, peninjau, clan wartawan wajib mentaati t?ta tertib rapat dan

aiau ketentrtan lain yang diatur oleh DPRII'

Pasal 1 10

Pimpinan Rapat rnenjaga agar Rapat berjalan secara tertib.

Pimpinan R.apat dapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau

wartewan yang .r,".rggarggu ketertiban rapat meninggalkan ruangan rapat,

(5)

((, )

(")

('-)
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(l)

()

(1)

93" _ apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutandikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas periniah f,impinan rapat.

Pimprnan Rapat.rlapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadiperistirva sebagaimana dimat<suO pada ayat(2). 
---- --r 

.

Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh
lebih dari 24 (dua pulnh empat)jam.

Bagian Keempat
Pakaian

Pasal li1 |

Dalary rnengtradiri r:apat sebagaimana dimaksud pada pasal 103 ayat (1),
Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan:
a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dalam hal Rapat Paripurna Mendengarkan

Pidato Kenegaraan, Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi
terhadap Laporan Keterangan Pertanggungiawan Walikota dan Rapat
Paripunr:r Pengtrcapan Sumpah Janji Anggota DPRD;

b. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal Rapat Paripurna Penyampaian
KUA/KUPA dan PPAS APBD dan APBD Perubahan, Rapat Paripurna
Penyampaian Raperda; dan

c. Pakaian Sipil Resrni (PSR) dalam hal Rapat Paripurna untuk
pengambilarr Keputusan.

Dalam menghadiri rapat selain sebagaimana dimaksud pad- ayat (1),
Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengenakan pakaian yang
pantas/ sopan / menyesuaikan dengan surat undangan.

Apabila pada hari yang sama diadakan 2 (dua) raoat paripurna
sebagaimana r-limaksud pada pasal 112 ayat (1) huruf a dan huruf b, maka
I'impinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).

(2)

(3)

(4) Dala.n rnenghacliri rapat-rapat DPRD, undangan mengenakan pakaian
sesui:i dengan -)-ang tertera dalam undangan

BAB VII

PENGAMBILAN IGPUTUSAN

Pasal 1 12

( ) Perrgambilan kelrutusan dalam rapat DPRD pada dasarrrya dilakukan
dengan cara mus],awzuah untuk mufakat.

(')) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(i) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal I 13

( ,) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jil:a memenuhi kuomm.

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat
DPRD yang bersifat Pengumuman.
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(1)

(:1) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rapat alat
kelengkapan dihaciiri oleh paling sedikit L/2 (satu per dua) dari jurnlah
anggota rapat alat kelengl apan yang bersangkutan.

Pasal 1 14

Rapat po.ripurna memenuhi kuorum apabila:
a. dihadiri o1.i"1 rpaling sedikit 3/4 (liga perempat) dari jumlah Anggota

DPRD untuk mengambil persetujr.tan aths petaksanaan hak angket dan
hak menyatal<an pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai
usul perrberhentian Bupati dan/atau rvakil Bupati;

h. dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD
untuk membr rhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda
dan AI'BD' atau

c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jurnlah Anggota DPRD untuk
rapat pan^lurl"la selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b

Keputusan rapat paripuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinyatakan sah anabila:
a. disetujui oleh paling sedikit 2/3 (Cua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD

yang hadir, urrtuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah .\nggota DPRD ,r,ang

hadir, untul< rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
c. disetujui derrgan suara terbanl'ak, untuk rapat seb.rgaimana dimal<sud

pada ayat (1) iruruf c. 
,

Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayal (1) tidak terpenuhi, rapat
ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing
tidak lebih dari 1 (satu)jam.

Apabila pada ai<hir waktrr penunclaan rapat sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) kuorurn sebagaimana dinraksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi,
pimpinan rap.t dapat menunda lapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai
waktu yangditetapkan oleh badan musyawarah.

Apabila setelah penundaan sebagaimana dimal<sud pada ayat (4) kuorum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap
ketentuan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan
APBD, rapat ticlak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiann-va
diserahkan kepacla Gubernur sebagai rvakil Pemerintah Pusat

Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (41, kuorum
serragaimana diinaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c' pengambilan
keputusan oiserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fiaksi.

perrga^nbilan keputusan yang cliserahkan kepada Pimpinan DPRD cian

pimpinan t raksi sr bagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukarr dengan

musya warah un tuk nrufakat.

Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksuu, pada ayat
(7) tidak tercapa:, keputusan diambil berdasarkan suara terbanya:k.

(1 ')

(5)

(s)

(6)

(7)
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(9) Setiap penunclaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang
ditandatangani oieh pimpinan rapat.

Pasal 1 15

i-etiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah trntuk mufakat
r,laupun berdasarl<an suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk
oitindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN .

ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pemberhentian antar-Waktu

Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikarr.

Nlengundurkan cliri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai
dengan suiat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku
teriritung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau
terhitung sejak :anggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan
perundang-urdarrgan.

Anggota DPRD diberhentikan antan,'aktu sebagaimana dimaksud pada a1,at
(1) huruf c jil<a:
a. tidak clapat rnelal<sanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan

tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa
keterangan afa pun;

b. melanggar sumpa.h /janii dan Kodc Etik;
c. dinyatakan llersalah berdasarkan putusan pengadilarr yang telah

memperoleh l<ekriatan hukum tetap karena melak.rkan tindak pidana
yang ciancarn dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

d. tiOat menghadiri rapat paripurna dan rapat Alat kelengkapan DPRD
yang menjacli tugas dan keq'ajibatrnl'4 sebanyak 6 (enam) kali berturut-
turut tanpa alasan Yang sah; I

e. diusulkan cleh partai politiknya sesuai den'gan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. iia"t lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangarl mengenai'pemilihan umum;

g. melanggar ketenruan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang.-undangan;

h. diberhentil:an sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan
peraturan perr.rndang-undangan ; atau

i. menjadi anggota partai politik lain.

()

(11)

(l])
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(4) Anggota DFRD .diberhentikan clengan tidak hormat karena alasan
sebagaimana dimaksud pada ayert (3) huruf b, huruf e, huruf f,'atau huruf g.

Pasal 1 17

pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (i)
huruf a dan hurul b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i
diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPPD dengan
tembusan kepada Gubernu.r sebagai wakii Pemerintah Pusat.

Pasal 118

(1) Paling lama '7 (tr-rjuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul iremberhentian
sebagaimana ciimaksud dalam Pasal 117 Pimpinan DPRD menyampaikan
usul pemberhentian arrggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil
pemerihtah Pusa' rnelalui Bupati untuk memperoleh peresmian
pemberhentian. :

()) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak. ilYlgustilkal
pimberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil lremerintah
irusat, Sekretari" fFnn melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD

kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat r:relalui Bupati;

(.'l) paling lama 7 (rujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian
sebafrirr^ana dlmaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2 ,, Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada
gubernur sebagai wallil Pemerintah Pusat.

l,4l Dalanr hal Pimpin.rn DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota
DpRD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak
melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud
pada- ayat iZ), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(r) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidrik menyampaikan us-91

pemberhentian .r,ggoi* 
- 
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

Fimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota

npno kepada Gubernur sebagai wakil Pemcrintah Pusat.

Pasal 1 19

(l) Gubern,rr sebagai wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusa.n
pemberhentiarr iggota DPRD paJing lama 14 (empat belas) Hari terhitung
s"jak diterimal--va usulan pemberhen'iian anggotrl DPRD dari walikota atau

Pimpinan DPRD.

(l) Per:smian pemberhentian anggota DPR? mulai berlaku terhitung riejak, 
tanggal ditetapkr.n oleh guberiur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali

untuk p..."-iu, pembJrhentian anggo6 DPRD sebagaimana' dimaksud

dalam pasJ 116 ayat (3) huruf . nulai berlaku terhitung sejak tanggal

putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 120

( ) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD

sebagaimana diiraksud dalam pasat i 16 berlaku secara mutatis mutandis

terhadap tata cara pengusulan pemberhentian ar^ggota DPRD -yang
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, a 
-.---- -----T<t

(')

t.r)

(1)

\2)

()

(-r)

din5"atakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan
pengadilan _vang telah berkekuatan hukum tetap.

Gubernur sebagai wakil Pemerintal. Pusat memberikan teguran tertulis
kepada Bupati apabila setelah 7 (tujuh) Hari tidak menindaklanjuti
pemberhentian anggcrta DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak
pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah ,berkekuatan hukum
tetap.

Apabila dalam jangka waktu 14 (enrpat belas) Hari terhitung sejat< terbitnya
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukulm tetap Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Ptrsat belum menerima usulan pemberhentian anggota
DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakii
Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.

Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya
putusan pen;adilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menterj memberhentikan anggota
DPRD.

Pasal 121

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai palitik tidak
mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling
iama 7 (tujuh) I-lari terhitung sejak yang bersangkutan mengqjukan
pengunduran clirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul
pernberhentian anggol-a DPRD kepada Gubernur sebagai w'akil Pemerintah Pusat
melalui Bupati untiit< memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 122

Pembt.rhentian r.lrtarwaktu Anggota DPRD sebagaimana climaksud daiam
Pasal 116 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dar^ huruf g, dilakukan
sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daetar...

Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian
anggota DPRD sibagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat

Uetasl Hari te:hitung sejak diterimanya keputusfi Badan Kehormatan
DpRD atau keputuSin pimpinan partai politik tentang pemberhentian
anggotanya.

Bagian Kedua
Penggantian antar-Waktu

Pasal 123

Anggota DpRD yutng berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam
pasal 116 ayat ir1 aigr"tikan oieh calon Anggota DPRD yang memperoleh

suara ferbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara
dari partai potitik yang sama pada daerah pemilihan yang s4r.r18'.

Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan
berikutnya sebagairiana dimaksucl pada ayat (1) mengundurkan diri,

meninggal dunia,- atau tidak lagi memenuhi-sya.rat sebagai ce ton Anggota

DPRD;Anggota npnO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh
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calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutn.ya
dari partai politil< yang sama pada Daerah pemilihan r.:* sarna,

(lr) Dala.m hal terrlapat masaiah kepengurusan galrda partai politik, usulan
calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai
politik yarlg sr-ldah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan
laln sesuai dengan ketentuan peraturan pertindang-undangan tentang
partai politik. L

(r') Jika masih terdapat perselisihan atas putusa:r mahkamah partai atau
sebutan lain sebagainrana dinraksud pada ayat (3), kepengurusan partai
politik t.ingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan
keperrgurusal'r .yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah
memperoleh kel<uatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan
ketentuan peratr:ran perundang-undangan tdntartg partai politik.

Pasal 124

( , ) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan
antanvaktu darr meminta nama calon pengganti antan#aktu kepada Komisi
Pemilihan Umurn Daerah yang ditembust<an kepade. Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia.

('.) Nama calon pengganti antarwaktu disampa.ikan oletL Komisi Pemilihan
Umum Dae:ah kepada Pimpinan DPFD paling lamlat 5 (lima) llari terhitung
sejak surat Pimpinan DPRD diterima. 

,

(3) Paling lambat '/ (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon
pengSlanti antaru'aktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana
dimalsud pada. ayat (21, Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota

_-*..DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada

(41 Paling lambat 'i (tujuh) Hari terirrtung sejak menerima nama anggota DPRD
yang diberhentikan dan narna calon pengganti antarwaktu, Bupati
menyampaikarr nama anggota DPRD yan1 diberhentikan dan nama calon

- pengganti antaruvaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima narna anggota
DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari
Bupati, Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan
pemberhentian clan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat

(6) Dalam hal Bupilti tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (5), Grrbe,.,i.,. sebagai rvakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian

antan,iaktu anggora Opnp berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan

DPRD.

Pasal 125 
.

(1) Anggota DPRD pengganti antam,aktu menjadi anggota r:ada alat
kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya'

(,1) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa
jabatan Anggota DPRD yang digantikannya'
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(3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak diiaksanakan apabila sisa
masa jabatan Anggota DPRD yang ciigantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 126 
l

Calon Anggota DPRD nengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan
sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPF.D sesuai dengan
Undang-Undairg mengenai pemilihan umum.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai
politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam
sengketa partai politik.

Pemenuhan pers.,/aratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dah aye.t (21

dibuktikan dengat, melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana
kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRq sesuai dengan
LTndang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
a. surat keterangan tiaat ada sengketa partai politik dari mahk rmah partai

atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD Cari pimpinan partai politik

disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan
peraturan peiundang-undangan dan ketentuan arlggaran dasar dan

ahggaran rttmah tangga Partai politik;
c. totokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umurn .yang

rlilegalis^r oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah; dan
C. fototopi daftar peringkat perolehan , suara partai politik yang

mengusrrlkal penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir
oleh K.lmisi Pemrlihan Umum Daerah

Kelengkapan aclministratif penggantian anterrwaktu Anggota DPRD

diverilikasi oleh unit kerja di masing-masing lenlbaga/instansi sesuai

keu'cnangann]'a.

Pasal 127

Anggota DPRD pengganti antanvaktu sebelum menrangku- jabatann.\'a,

.rrJrr-gr"u.pkarr ".tnrpotrTjanji 
yang dipandu oleh Piml:inan DPRD dalarn

rapat paripurna.

pengucapan su rnpah/janji sebagaimana dimaksuci pada ayat ( 1)

dilafsanakan palini 1,".".60 1o1.m puluh) Hari terhitung sejak diterimanya

keputusan pel.esrnian pengangkatan sebagai Angg'lta DPRD.

Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggo_ta DPRD pengganti antar'*'aktu
diatur dalam Piraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

(r )

(:)

(l'( )

(4)

(,)

(21

(3)

*_ ---_+:\+) 
'

Pengucapan
sebagaimana
dengan agaman\/a masing-masing.

sr-rmpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu
.-timaksud 

-p.d" 
^y^f21, 

didampingi oleh rohaniav.ran sesuai

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 36

berlaku dalam" pengambitan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti

antarwaktu.
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Bagian
Pemberhentian

Pasal

Ketiga
Anggota DPRD

128

Anggotr DPRD diberhentikan sementara karena:
a. menjadi terdakrva dalam perkara tindak pidana urnum yang diancam dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
b. menjadi terdal<w,a dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 129

(1) Pemberhentian senlentara anggota DPRD sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 128 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai rvakil
Pemenntah Pusat melalui Bupati. , ts

t2) Apabila setelah 7 (tuluh) Hari terhitung sejak anggota DPRD :ditetapkan

sebagai terdakrva sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 Pimpinan DPRD
tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretafis DPRD melaporkan
status terdalcva anggota DPRD kepada Bupati.

(3) Bupati berdasa^'kan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayalu (2) rnerrgajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada.
Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

(n) Gubemur sebagai rvakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara
sebagai anggot":. DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (3)

i5) Dalam hal Brrpati ticlak mengusulkan pemberhentian sementara
seba.gaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai r,vakil
Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan
rcgister perkara pengadilan negeri.

(t ) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5)

mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapxan sebagai
terdakrva.

Pasal 130

Dalam hal Anggota DPRD yang dib'erhentikan sementara berkedudukan
sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD
diikrrti dengan trremherhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

Dalam hal Pir^ rpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud parla ayat (1), partai politik asal Pimpinan D'PRD yang
diherhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah
seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk
melaksanal:an tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 131

( ) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakar, terbukti bersalah kalena melakttkan
tindak pidana. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1'28 berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 'rukum tetap,
enggota Cpnn yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

(')

(1)
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(:l) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Flari
terhitung sejali tanggal putusan pidana memperoleh l<ekuatzur hukum tetap.

{3) Dalam hal setcli*h 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (21

pimpinan partai politil< tidal< mengusulkan pembbrh.rntian Anggota DPRD,
Pimpinan DPRD mengusull<an pernberhentian' Anggota DPRD kepada
Gubernur sebai4ai rvakil Pemerintah Pusat untuk DPRD tanpa usuian partai
politiknya.

(4) Gubernur sebagai wakil Pemerintr^h Pusat memberhentikan anggota DPRD

(5) Pemberhentian sebagaimana dimai<sud pada ayat (1) mulai berlaku
terhitung sejak tnnggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hr.rkum
tetap.

(6) Dalam hal Arrggota DPRD oinyatakan tidak terbukti melakukan tindak
pidana sebagaimirna dimaksud dalam Pasal L28 berdasarkan putusa.n
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Ang;ota DPRD
yang bersangklrtan diaktifkan kembali apabila masa .iabatannya belum
berakhir.

BAB IX

r.-RAI(SI

Pasal 132

- rl) Untuk mengoptirnalkan pelaksanaan fungsi, tugas da^r wewenang DPRD
serta hak dan l<ewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi suu'a"g€.i wadah
berhimpun anggr:ta DPRD. :

(2) Fral<sj DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) b.rlan setelah pelantikan
Anggota DPIiD.

(lj) Setiap Arrggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.

(-:) Setiap Fraksi di DPFD beranggotakan paling sedikit sama dengan jurnlah
komisi di DPRD.

(5) Partai politik ]'ang jumlah
sebagaimana din.'.a.ksrtd pada
Fraksi.

anggotanya di DPRD mencapai ketentuan
a5,at (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu)

(( ) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu)
Fraksi yang sllma.

(,) Fartai politik yarlg jumlal anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan
sebagaim"rrr. ii-Ltsud pada ay^t (i), anggotarLya dapat bergabung derrgan
Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi g r.bungan.

(8) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada fimpinar.. DPRD untuk 'liumumkan
dalam ra.pat paripurna.
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(i)

(21

('r) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling
singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan
sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi

('0) Dalam menernpatkan anggotanya pada atat kelengkapan DPRD, Fraksi
mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban
kerje anggotanva.

Pasal 133

(^) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi
terdiri atas kettra, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh
anggota Fraksi.

( ]) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan kepaJa Pimpinan DPRD untuk diumurnkan dalam rapat
paripurna

Pasal 134

Fraksi mempu n)'ai sekre+-ariat.

Sekretariat Fral<si mempunyai tugas membanturketancaran pelaksanaan
tugas Fraksi.

Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna
kelancaran pelal<sanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan
memperhatikan kemamPuan APBD

Pasal 135

Setiap Fraksi dibarrtu oleh 1 (satll) orang tenaga ahli.

Tenaga ahli Fral<si paling sedikit memenuhi persyaratan:
a. bErpendidil<ap paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman keda

paling singl.rat 3 (tiga) tahun;
b. menguasai biclang pemerintahan; dan
c. menguasai tr-rgas dan fungsi DPRD.

Pasal 136

Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:

a. fungsi dan tugas;
b. koriposisi rraksi, Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD.;

c. lieteilibatarr Arrggota Fraksi.cli Pimpinan DPRD dan Alat Kelengkapau

d. |ffi;*^n atau sikap Fraksi terhadap seluruh k:brjakan veng diambil

ierkait -pelal<sanaan fungsi pembenlukan Perda, pengalv\rasan, dan

anggaran; di.n . 
:

e. aspirasi atatt pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yAng belum'

sedang, dan telah dilakukan Fraksi'

Laporan kinerja Fraksi'sebagaimana dimaksud padq ayat (1) merupakan

Uentut< keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang

harus dipublikasikan di media publikasi DPRD dan/atau media lokal'

(1)

_ r.2l

(21

(r l)
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(4)

BAB X

PENGANGKqTAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI MENJADI BUPATI

Pasal 137

(1) Dalam Lal Buprti berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; atau
c. diberhentikarr;
maka'Makil Bupati menggantikan Bupati.

t,4 DPRD menyampai^<an usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati
menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam
Negeri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.

( l) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada
aya. (21 rlalarn rvaktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Bupati
ber,henti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri
berdasarkan usulan Gubernur mengarlgkat dan rnengesahkan Wakil Bupati
sebagai Bupati.

Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud
parta ayat (3) dalam w'aktu 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya usulan
dari DPRD kepacia Gubernur sebagaimana dimalcsud pada ayat (2) Menteri
berdasarkan usulan DPRD mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati
sebagai Bupati.

Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyampaikan usuian sebagaimana
dimeksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri rnengesahkan pengangkatan
Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan:
a. Surat kematian;
b. Surat pern)'ataan pengunduran diri dari Bupati; atau
c. Keputusan pemberhentian.

BAB XI

MEI(ANISIVIE PEI\,IIl,IHAN BUPATI DAN WAI(IL BUPATI ATT,U WAKIL BUPATI
Bagian lr.esatu

Umum I

Pasal 138

Dalam hal Bqpati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat
menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137

"yri 
(1), dik^k.,f,un pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh

DPRD.

Partai Politik atau gabungan Pa.rtai Politik pengusun g yangmlsih memiliki
kursi di DPRD -",igu"r\I<an 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD unt-uk

dipilih.

Dalarn hal Partai Politik atau gabungan Partai " Politik pengu^ung ti{ak
memiliki kursi di DPRD pada sait dilaliukan pengisian jabatan Bupati dan

wakil Bupati, maka Partai Politik atau gabungan Parlai Politik yang

memiiiki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 207o

(dua pulr.rh oersen) dari jumlaf, kursi'
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(4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal Cari perseorangan secara
bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana
di.iraksud dalam Pasal 137 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui
mekanisme perrLiliharr oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai
Politik atau gal:rlngan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling
sedikit 2Oo/o (dua puluh persen) dari jumlah kursi.

DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ayat (3), dan a1.'at (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.

DPRD menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada
Menteri melalui Gubernur.

.

Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulhn, Menteri
menetapkan penjabat Bupati.

Mekanisme pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21, ayat (3), ayat (4), ayat (5),

dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
urrdangan.

Pasal 139

Dalam hal Wal<il Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan
sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui
mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik
atau ga.bungan Pertai Politik pengusung.

Partai Politik atau gabungarl Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua)
orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam
rapat paripurna DPRD.

Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perseorangan berirenti karena
meninggai dunia, permintaan sendiri, atau dibe:hentikan, pengisian Wakil
Bupati dil:kukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD
berdasarkan usulan Bupati.

Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa
jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya
jabe.tan tersebttt.

Tata.ca'-a pengusulan dan pengangkatan calon Wakil Bupa.ti sebagaimana
dirnaksud par,i a.r,at (1), ayat 12), ay'at (3), dan ayat (4) diliksandkan sesua'i
de^rgan keter tuan peraturan perundang-undangan.

Bagian I^edua
Panitia Pemilihan

Pasal 140

(,) Untuk kelancaran pelaksanaan pernungutan suafa dalem pemilihan Calon
Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana d^,naksud darlam

Pasal 4 ayat (2), Plsal 138, dan Pasal 140, Pim'pinan DPRD dapat
membentuk Parritia Perr.ilihan yang ditetapkan dengan l(eputusan Pimpinan
DPRD. ,

r5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(-l)

(i)

( r)

(. ;)
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(J) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling hanyak 11
(sebelas) orang clarr anggota DPRD, terdiri dari seorang lletua, seorang Wakil
Ketua, seoreng Sekretaris dan B (delapan) orang Ap8€ota.

(3) Panitia Pemilih.r.n bertugas: '

a. menyusun jadwal dan tahapan Pemilihan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan ;

b. mempersial:l<an sarana dan prasarana yang diperlukan dalam
rang[a Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati;

c. menentul:an jumlah, tata cara pengusulan, dan menyususun tata tertib
saksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. memberikarL penjeiasan kepada Rapat Paripurna DPRD tentang tata
cara pelaksanaan pemungutan Suara dengan menggunakan surat
suara;

e. mengatur tempat pemungutan suara;
f. mengatur tata urutan pemberian suara;
g. membagikan surat suara;
h. meraeriksa kdabsahan surat suara;
i. mencatat hasil pemungutan suara; dan
j. membuat berita acara hasil pemungutan suara Pemilihan Calon Bupati

dan Wakil Btrpati atau Wakil Bupati untuk ditanda tangani oleh Panitia
Teknis Pemilihan dan Saksi dari unsur setiap Fraksi.

Bagian Ketiga
peroyaratan Calon i3r-rpati dan rvakilbupati atau wakil Bupati dan Penyampaian

Kelengkapan

Pasal 141

(1) persyaratan calorr Bupati dan calon wakil Bupati adalah
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

sebagai berikut:

Republik
Agustus.

b. setia kepacla Pancasila, Undang-UnCang Dasar Negara
Indonesia 'I'ahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17

7945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. berpendidika.n paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau

sederajat;
d. berusia paling rendlh 25 (dua puluh lima) tahun;
e. flralllpU *..ora jasmani, rohani, dan bebas daii penyalahgunaan

narrotika L',erdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari

tim dokter;
f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilat.t

yang tlUtr .n..nprryai kekuatan h,ukum.tetap karena melakukan tindak

ila.rr^ yang Ciancam dengan pidana Plnjala 5 (lima) tahun atau lebih;
g. iil"t 

""a".rg 
clicabut trat< piUfrnya berdasarkan putusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
h. tidak pernah melakukan perbtiatan tercela;
i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
j. tidak sedang memiliki t"rrggrtg"t utang secara perseorangcn danlatau

secara badair hukum y{Lg *.t3"di tanggung jawabnya yang merugikan

keuangan negara;
k. tidak sedang" ciinyatakan paiiit berdasarkan putusan pengadilan yarrg

telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 
.

l. meniiliki NomJr Pokok Wqiib Pajak dan memiliki lapor-an pajak pribadi;

m. belum pernah menjabat 
-sebagai Bupati selama 2 (dua) kali rnasa

jabate.n dalanr jaba.tan yang sama;
n. berhenti dari ji.';atannya bagi Bupati yang mencalonkan diri di daerah

lain;
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o. tidax berstatus sebagai penjabat Rupati;
p. memberitahukan p.rr"*lorrannya sebagai tsupati kepadS Pimpinan

Dewan Penvakilarr Ralqyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
kepada Pirnpinan Dewan Perwakilan Dae;'ah bagr anggotgr_Dewan
Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan DPRD bagi anggota DPRD;

q. menya.takan secara tertulis pengunduran diri sebagai_.angg.ota Tentara
Nasironal rndonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai

Negeri Si;:il clan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan
sebagai Pasangsrr calon; dan

r. berhlnJ dari jabatan pacla baclan usaha milik negara atau badan usaha
milik daeral-.

(:l) Calon Bupati clan wakil Bupati atatr wakil Bupati uajib menyampaian
kelengkapall peilcalonann5,a kepada Panitia Teknis Pemilihan.

, Bagian lteernPat 'j

Penyampaian Visi Dan Misi

Pasal 142 
r

(1) Sebelum dilakirkan pemilihan oleh DPRD, Calon'Bupati dan wakil .Bupati
atau Wakil Bupati y'*g sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan

misinya dalam rapat paripurna yang telah ditentukan.

(2-\-- Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan

Rencana irembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)'

(3) Teknis pelaksanaan penS,ampaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud
pada ayat (i) ditetapkan oleh Panitia Teknis Pemilihan.

Bagian Kelima
Kuorum Rapat Paripurna Pemilihan Bupati dan wakil Bupatt

atau u'akil BuPati

Pasai 143

(1) pemilihan Bupati dan rvakil Bupati atau wakil Bupati' sebagaimana

tlimaksud dalarn Pasal 139 diselenggarakan dalam rapat paripurna'

(2) Rapat Par.ipurrra IJPRD dalam rangka Pemilihan calon Bupati dan wakil

tsupe.ti atau V/akil Bupati memJnuhi kuorum apabila dihadiri oleh

sekurang-ku.a.,gnya 3 /a $iga per empat) dari juml&l^ a'il$$^r' DPRD'

(3) Rapat Paripurrra DPRD dipimpin oieh Ketua atau wakil Ketua DPRD'

Pasal 144

( ,) Apabila pa.da waktu yang ditentukan. untuk pembukaan rapat jumlah

anggota DPRtr belum mtncapai j"T14 yang ditentukan sebagairnana

dimaksud dalam pasal 143 ^y^i 121, Pimpinan fP."t membuka dan

sekaligus menunda :'apat paling uanyat 2 (dua) ka]i, masing-masing

paling lama 1 (satur)jam'
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().1 Apabila pada al<hir u'aktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada.
aya: (1). jumlair vang ditentukan belum juga tercapai, Pimpinan rapat
menunda Rapat Paripurna paling lama tiga (3) hari.

(l) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belurn
juga terpenuhi, cara penyelesaiannya disera.hkan kepada Pimpinan DPRD
dan Prmpinan Fraksi.

(4) Setiap ';erjacri penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat l2l, dibuat berita acara penundaan yang ditanda tangani oleh
Pimpinan rapat.

(;) Kehadiran anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat il) dan ayat
(2) adaiah kehadiran secara administrasi dan fisik.

i Bagian Keenam
Pengambilan Keputusan

Paragraf 1

Musyawarah

Pasal 145

(1) Pemilihan Cr,lon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati' dilakukan
dengan cara mus]'awarah untuk nrencapai mufakat'

()) Pelaksanaen musyalvarah mufakat sebagaimana dimaksud pada a-vat (1)

dilat;ukan oleh Pimpinan Sidang dan Pimpinan Fraksi atau anggota Fraksi
yang ditunjuk.

(') Jika tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka: 
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilaksanakan
melalui pen:ungutan suara yang dilaksanakan secara largsung, bebas,
rahasia, jujur darr adil.

Paragraf 2
Pemr,tngutan Suara 

,'

(1) Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalamPasal 142 ayat (3), Panitia

- Pemilihan men.yediakan surat suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia

(2) Seorang anggota DPRD han1,a berhak atas I (satu) surat suara yang

diberikan olch Panitia Pemilihan.

(3) pemilihan dilakukan dengarr ;nencoblos salah satu nama Calon Bupati dan

Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dipilih'

(41 Surat suara yang telah berisi nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau

Wakil Bupati, kemudian dimasukkan ke dalam I;otak suara dalam keadaan

terlipat. i .

(S) Seorang anggota DPRD yang berhalangan hadir karena sebab apapun, tidak
dapat mewakilkan untuk memberikan suara
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Pasal 14?
*.

(1) Surat suara yang rusak atau keliru dalam mencoblos narna' salah satu

Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati, hanya dapat dimintakan

ganti I (satu) kali kepada Panitia Pemilihan sebelum dimasukkan kotak

suara.

(2) Surat suara yang rusak atau keliru dikembalikan kepada Par^i;^';: Pemilihan

dalam bentuk lipatan untuk menjaga kerahasiaan' i

Bagian l(etujuh
Penghitungan Suara

Pasal 148

( ') Surat suara ),ang sah adalah surat suara yang berisi nama Calon Bupati

dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dan dibelakangnya terdapat tanda

tangan Kecua Paniti.-l' dan cap/stempel Panitia'

(2) Suara dinyatakan sah apabila terdapat tanda pilihan berupa 'hanya satu

coblosan, pada salah satu nama Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil

Bupati.

(.1) Abstain tidak dihitrrng sebagai perolehan suara'

t ) penyimpangall clari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam'ayat (1) dan

ayat (2), suara dinl'41^L*, tidak sah'

Bagian KedelaPan
Hasil Penghitungan Suara

' Pasal r49

(1) Dalam penghitulga.n suara, Panitia Teknis Pemilihan meminta 1 (satu)

ora;rg ""ggt? 
darT masing-masing fraksi yang ada untuk bertindak sebagai

saksi.

,1-aio Dornilihon mcnEhituns. mencocokan selta mengumumkan(1:) Panitia Teknis Pemilihan menghitung, mencocokan sertE

jumlah surat suara yang aiiigi1a.n-kepada turggota DPRD yang hadir'
"d.rrg"r, jun lah surat suara yang terdapat didalam kotak suara'

(:t) Apabila ternl,ata terj-adi perbedaan jumlah surat suara yang dibagi dengan

jumlah "r.^i 
suara iaiam l<otak suara, pemungutan suara diulang'

(-) surat suara ciibaca dengan. keras dan..jelas o19L Ketua Panitia Teknis

PemilihanclanclicatatolehSekretarisPanitiaTeknisPerr^ilihan.

(5) Ketua Panitia Teknis Pemiiihan menjelaskan surat suara yang tidak sah dan
\- / 

lumUf, "r..^ 
abstain.kepada Rapat Paripurna DPRD'

(b) setelah selesai proses Pemilihan, Panitia Teknis'Pemilihan memusnahkan

seluruh surat suara'
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Penetapan Caion Terpilih r

Pasal 150 '

(1) Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang dinyatakan terpilih
adalah Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang mendapat

(2) Apabila diperoieh suara sama, dilakrrkan pemilihan ulang paiing banyak 2
(dua) kali.

Apabila dilakukan pemiliiran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan hasilnya tetap sarna, maka keputusan diserahkan kepada Pimpinan
Sidang sesuai dengan mekanisme persidangan.

Hasil Pemilihan Calon Bupati dan lYakil Bupati atau Wakil Bupati dibuat
berrta acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Teknis
serta saksi-saksi.

(5) Calon Bupaii dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang terpilih selanjutnya
ditetapkan dengan I(eputusan DPRD.

(6) Calon Bup'rti da.n"Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang terpilih Can atau
ditetapkan, selanjutnya diqiukan kepada Menteri Dalirm Negeri melalui
Guber'tur sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk disahkan,dan selanjutnya
dilantik nrenjadi tsupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.

(7) Hasil Keputusarr Rirpat Paripurna tentang Persetujuan dibuat berita acara
yang ditanda tarrgarri oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 151 
)

Perdasarkan hasil pemilihan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 747, dalam
r,..pat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:
a pengangkatan Bupati dan wakil Bupati; atau
b. pengangka'.an u,a}<il Rupati.

Pasal 152

Prmpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan
pemberhentr&r1 Bupa:i dan Wakil Bupati atau Wakil Btrpati kepada Menteri
nrelalui G.rbemur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kesembilan
Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan

Pasal 153

Pengesaha;r pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati
terpilih dilakuhan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh KPU yang
disampaikan oleh DPRD kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil
Pernennta.h Pusat.

Pengesahan pengarrgkatan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bttpati
terpilih dilakukar-r oleh Menteri dalam u'aktu paling lama 14 (empat belas)
hari tert:itung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

(3)

i4)

(1)

(r)
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Fasal 154

t glantikan Bupati clar Wakil Bupati l'ang telah disahkan sebagaimana climaksud

dalam pasai 153 a.r,at (1) dilaksanakan sesuai dengan kbteni'uall, peraturan
p erundang-undangarr.

Bagian KesePuluh
Larangan Calon Bupati dan r.r,akil Bupati atau calon wakil Bupati

Pasai I 55

f r) calon Bupati clan wakil Bupati atau . 
calon wal,il Bupati dilarang

mengunduikan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan,calon atau calon.

l2l Calon Bupati dan rvakil Bupati atau calon wakil Bupati I'an.q mengUndurkan, ' diri sejak ditetapkan sebagai pasatrgan calon atatn cidon dikenakan sanksi

denda sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milllar rupiah).

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dalam

Keputusan DPRD.

BAB XII

PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWETIANG LAIN YANG DIATUR DALAM

KETENTUANPERATURANPERUNDANG-UNDAI{GAN

Pasal 156

(1) Tugas dan we\\,enang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan\ ' -peiundang-undangan sebagatmanidimaksud dalarn Pasal 4 ayat- (2) huruf
j, meliPuti antara lain:
a. memberikan persetujuan terlraclap rencana pemindahtan ganan barang

milik daerah )'ang diajukan oleh Bupati untuk:
1. tanah dan/alau bangunan; atau
2, selain tanah dan/atau bangunan yang

5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)
b. memberikan persetujuan terhadap rencana

Daerah yang diajukan oleh Bupati untuk
5.C00.000.000,00 (lima miliar rupiah)'

milik Daerah sebagait^^"^^^o dimaksud

bernilai iebih dari RP

penghaPusan Piutang
jumlah lebih dari RP

(21 Bentuk pemindahtanganan barang
pada aYat (1) huruf meliPuti:
a. Penjualan;
b. tukar'menu}"ar;
c. hibah; atau
d. penyertaau tnodal pemerintah daerah'

13) Usul untuk memperoleh persetujgan..Dgwan Penvakilan Rakyat Daerah

sebagaimana rlimaksrrd dalam ayat (l)diajukan oleh Bupati'

(41 Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b

diberikan dalam bentuk Keputusan DPRD'

(l;) Dalam rangka memperoleh Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud padA

ayat (41a"p"i diUentuk Panitia Khusus yang bertugas -membahas 
rencana

peminriahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
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l2l huruf a atau rencana penghapusan piutang Daerah sebagaimana
dirrraksr,d pada a"vat (2) huruf b.

Dalam melakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4j,
Panitia Khusus mempedomani ketentuan dalarn peraturd.n perundang-
undangan terkait.

Tata cara dan n.ekanisme pembentukan Panitia l(husus sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan mekanisme pembentukan Panitia
Khusus untul< Peraturan Daerah

Peminda.htanganan Barang Dae"ah berupa tanah dan/a.tau bangunan
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 tidak memerlukan
persetu.luan Delr,an Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
apabila:
a- sudah tidak sesuai dengan tata ru.eng wilayah atau penataan kota;
b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah

disediakan dalam clokumen penganggaran;
c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
d. diperuntukka n bagi kepentingan umum; atau
e. dikuasai negara berdasarkan putusan pengadilarr yang telah

berkekuatarr hukum tetap dan/atau berdasarkan ketenttlan peraturan
perundanllundangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan
tidak layak secara ekonomis

BAB XIII

KODE ETIK

Pasal i57

(,) DPRD menyusun l(ode Etik yang n'ajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD

selama rr.r;"lo.,l.an tugasnya urrtul< menjaga martabat, kehormatan, citra,
dan kredibilitas DPRD. !

(2) Ketentuan mengenai l(ode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengarr Peraturan DPRD tentang l(ode Etik..

(3) peraturarr DPRD tentang Kode Etil< sebagaimana dimaksud pada ayat {2)

.----' paling sedikit rnetnuat ketentuan'
-=- ;. kJtaatan.lalammelaksanakarr sumpah/ianji;

b. sikaP dan Peritaku enggoia DPRD:

i.Elxl:?i,lJ"if ""ti,l,l#;rerenggarapemerintahandaerah;
e. tata hubungan antar-Anggota DPRD;

- f. tata hubu.rgr.., anrara Anggota DPRD dan pihak lain;
g. penyampaiin pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;

h. kewajiban Anggota DPRD;
i. larangan'bagi Anggota DPRD;
j. iral-hlt yrrg tla"[ patut dilakukan oleh Anggota DPRD;

k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
l. rehahilitasi.

BAB XIV

KONSULTASI DPRD

(r;)

(.,')

(r r)
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' , Pasal 158

{1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara

berjenjang.

.,(2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk
meningkatkan kine4a pelaksanaan tugas dan wewenang DPli. .

!

Pasal 159

( t) Setiap alat kelengkapan sebelum melaksanakan Konsultasi mengajukan
permohonan tertulis kepada Ketua DPRD yang berisikan latar belakang,

maksud Cart tu.ittan serta output yang akan dicapai. I '

(,r) Pengajuan pennohor.an sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus

ditar:.datangani oleh ketua dan sekretaris alat kelengkapan.

(Tl Dikecualikan ketentuan ayat (2) cukup ditandatangni oleh ketua bagi alat

kelengkapan yang tidak memiliki sekretaris

(]) Setiap anggota alat kelengkapan dalam melal:sanakan Konsultasi

berdasarkan Surat Perintah Tugas dari ketua DPRD setelah berkoordinasi

dengan unsur PimPinan lainnYa.

(r) Jika ketua DPRD berhalangan, Surat Perintah Tug.as sebagairnana

dimaksud ayat (4) dapat didelegasikan kepada unsur pimpinan , ainnya.

Prosedur Konsultasi Alat Kelengkapan

Pasal 1.60

(1) /^lat kelengkapan menyampaikan pokok persoalan yang al<an

dikcnsultapikan l<e Pimpinan DPRD.

(:21 pokok perrne.;alahan sebagaimana climaksud ayat (1) yang disampaikan

olch alat kelengkapan kepada Pimpinan DPRD harus ditandatangani oleh

ketua dan sekretaris.

(.1) Atas pokok persoalan yang sebagaimana dimaksrtd ayat (1) Pimpinan DPRD

mempertimbarrgkan untuk persetujuan'

(.t) Apabila pokok persoalan yang clisampaikan alat kelengkapan tidak disetujui
pimpinan DPRD, maka alat kelengkapan memperbaiki sebag.rimana arahan

PimPinan DPRI)

trj) Hasil persetujuan pimpinan DPRD diiindaklanjuti rnelalui surat resmi DPRD

kepada instansi )/ang menjadi tujuan konsultasi' '

Kunjungan Kefa
Pelaksanaan Kunjungan Keda



(1)

Pasal 161

Kunjungan Kerja dapat dilakukan l<e kabupaten/kota didalam u,ilayatr
provinsi maupLu"r diluar nilayah provinsi.
Kunjungan kerla dilakukan aras nama alat kelengkapan/gabungan alat

umum;

----@t
kelengkapan.

(3) Dikecualikan ketentuan ayat" (2) kunjungan kerja dapa,t dilaksanakan oleh

Pimpinan clan Anggota DPRD setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan
DPRD

Prosedur Kunjungan Keq'a
' Pasal 162

Prosedur Kunjungan Kerja berlaku mutatis mutandis sebagaimana ketentuan

Pasal '166' Pasal 163

DPpD harus mengl<onsrrltasikan rancangarr Peraturan DPRD tentang T.lta Tertib
DpRD kepada Gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

,

BAB XV
t

:

PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN
ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 164

Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DP-RD ."t^u Fraksi di
OpfiO menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan

dan aspirasi masyarakart sesuai clengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Flaksi di DPRD

dapat meninclal<lanjuti pengaauan dan aspirasi masyarakat sesuai

kewenangannya.

Anggota DpRD cl.epat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat
kefrUa pimpinan bpRn, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.

(1.) Dalam tral diperluXan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat

ditindaklanj u tj d en gan :

a. rapat dengar PendaPat
b. rapat dengar PendaPat;
c. t<unjungan kerja; atau
d. rapat kerl'a alat kelengkaPan DPRD dengan mitra kerja.

r1)

(21

(: r)

(5) Pclayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai

den[an ketentuan peraturan perundang-undangan'

pengaduan dan aspirasi sebagaimana dimaksud p.q" ayaL (1) dapat

dipeioleh melalui reses -auput diluar reses Yang disampaikan secara

t*ig"rrr3 oleh masyarakat dLn dituangkan dalam pokok-polrgk pikiran

DPRD.

(6)
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BAB XVI

POKOK-POT(OI( PIIflRAN, PROGRAIvI DAN RENCANA KERJA DPRD

Bagian Kesatu
Pokok-Pokok Prkiran DPRD

I Pasal 165

(,) Penelaahan pokol<-pokok pikiran DPRD sebagaimana dinaksud dalam Pasal
65 huruf a mel'upakan kqjian pennasalahan pembangunan Daerah yang
diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar penuapat dan/atau
rapat hasil pen)/erapan aspirasi melalui reses,

l3) Pokok-pokck pikiran dihimpun mclalui Fraksi-,Fraksi yang selanjutnya
dirumuskan dalam daftar usulan aspirasi. ,

(3) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan
kapasitas riil arrggaran.

(4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang
tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun
sebelumnya yang belum ditelaah.

_ (5) Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar
permasalaharr pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

(6) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ),
disampaikan paiing lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD

diraksanakan.

(7) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

dimasukkar, keclalam e-planningbagi Daerah yang telah memilil:i SIPD.

t8) Pokok-pokok pikiran DPI1D yang disampaikan setelah melewati batas waktu
sebagaimara dimaksud pada 

"y"t 101, "t "t dijadikan bahan masukan pada
penyusunan pen-rbahan RKPD dasar perubahan APBD tahun beq'alan atau
pada 1tenyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Keclua l

Frogram dan hencana Kerja DPRD

Paragraf 1

Program Keda DPRD

Pasal 166

(.) DpRD menyuslrn program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-'
masing a lat kelengkaPan DPRD.

(2) .Program kerja ,sebagaimana dimaksud p19a .arat_Q] disusun oieh
Sekretariat n-pRn untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui
dalam rapat PariPurna.

(:",) program keqra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusurl de-lam bentuk, 
profr"-, kegiatan., dan indikator serta target capaian kinerja.
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(6)

(/)

(4)

{5)

(s)

())

(1)

(2t

Penyusunan prcgram, kegiatan, dan indikator
sebatlaimana dimaksud pada ayat (3)

perencanaarr dan pengarlggaran.

serta target iapaian kinerja.
dilakukan pada tahapan

Sekretaris DPRD melaktrkan harmonisasi dan konsolidasi usulan program,
kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ke dalam dokumen rencana Perangka Daerah dan
penganggaran Daerah.

Sekretans DPRD menyerahkan rancangan al<trir program keda DPRD
kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna,

Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk
mendapatkari persetujuan dari seluruh alat llelengkapan DPRD setelah
proses harmonisasi dan konsolidasi selesai.

Prcgram kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ,(5) menjadi
p.o-orrrun bagi Sekretariat Dervan dalam mendukung kegiatan DPRD.

Program kerja DPRD menjadi bahan dalam penyusunan Renstra
Sekretariat DPIRD.

Paragraf 2
Rencana Kerja

Pasal 167

Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat
kelengkapan DPPD kepada Pimpinan DPRD.

Rencana keq'a DPRD cialam bentuk program dan qiaftar kegiatan'

Daftar kegiatan sebagairnana pada ayat (2lantara lain:
a. Pembahasan l<ebijakan anggaran;
b. Penl,qsurar-r dan Pembahasan rancangan peraturan daerah;

c. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang
urusan;

d. kunjungan kerja;
e. penjaringan aspirasi masyarakat;
f. Reses
g. pengk4iian, penela**t darr Sosialisasi Perda;

h. peningkatan kapasitas d.ail pr:ofesionalisme sumber daya manusia di

iingkungarr [)PRD;
i. koordinasi ciiln konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasJ'arakatan;

dan
j. kegiatan lairr sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenarlg DPRD

Dalam rnelaksanakan kegiatan pada ayat (3) huruf a, huruf.b, huruf c dan

huruf g dapat dilakukln pendampi"s"t dengan lembaga lain atau

u^riversi-t"sya.,gmemilikikompeterrsidibidangnya.

pendampir^gan selragaimana dirnalisucl pada ayat (4) didahult'i dengan

perjarrjian ke4'a sama.

Pimpinan DPRD men]'arnpaikan rencana ke{a DPRD

DPdD untuk dilakukan penyelarasan'
kepaual sekretaris
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t7l

(8)

I{asil penl elarasar rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan
DPRD untuk diirahas dan ditetapkan dalam rapat 2aripurna.

Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat p&rrpuina menjadi
pedoman bagi sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rcncana dan
anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

()) Penetapan rencana keg'a DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun
be4'alan.

(10) Dokumen rencana dan anggaran diformulasikan oleh sekretariat dewan
sesuai dengan kctentuan peraturan perundang-undangan.

i1i.) Rencana t<eq'a DPRD dianggarkan dalam APBD.

l1)

(2)

Pasal 168

Alat kelengl<aparr DPRD menyampaikan hasil
dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.

Pimpinan DPRD .nempublikasikan ringkasan
keq'a kepada mas5,arakat paling sedikit setahun

pelaksanJan rencana kerja

hasil pelaksanaan rcncana
sekali.

I BAB XVII

SURAT MENYURAT

Bagian Kesatu
Umu;n

Pasal 169

'l ata cara pencatatr n surat masuk dan surat keluar serta penanganan
selarrjutn.ya br.ik surat yang bersifat terbulca, tertutup maupun'rahusia. diatur
c leh Sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagiarr l(edua
Surat Masuk

Pasal 17O

Surat yang dialamatkan kepada DPRD diterima oleh Sekretariat dan segera
dicatat serta diberi nomor agenda.

Surat yarlg dialarnatlan kepada fraksi dan yang diterfma oleh Sekretariat
dicatat serta dibcri nomor agenda. tanpa dibuka dan diteruskan kepada
fraksi yang bersetngkutan. I

Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas 
'irrrr* 

Sekretariat segera
dijawab oleh Sekretaris atas nama Pimpinan DPRD, Y&nB memberitahukan
kepada pengirirn bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya

"ed"rg 
dalam proses pengolaharr, hal ini dapat diberitahukan kepada

pengirim sura{..

(r)

(:r)

(3)

Pasal l7l
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(1) Surat masuk beserta surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
164 ayat (2) disampaikan oleh Sekletariat kepada Pimpinan DPRD.

l2l Pimpinan DI']rlD rnenentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan
pemasalahannl'a akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat
kelengkapan lain DPRD atau pimpinan fraksi.

- 13) Apabila Pimpinan DPRD rnemandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak
dan dibagikan kepada selurrrh anggota DPRD.

Pasal 172

(1) Sekretariat alat kelengkapan DPRD setelah menerima surat, membuat
dr.ftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dan
segera menyamlraikan kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD yang
bersangkutan.

.Q) Pimpi^ran alat r<elengkapan DPRD dalam Rapat Pimpinan membicarakan isi
surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya.

--(3) Apabila Pimpinarr DPRD memerlukan penjelasan tenrariS isi surat ja'*'aban
sebagaimarra di*"ksud pada ayat (21, masalahnya akan dibicararsan dengan
Pimpinan Alat l{elengkapan DPRD yang bersangkutarl. i

Bagian l(etiga
Surat l(eluar

Pasal 173

(,) Konsep surat jawaben dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang
dibuai oleh alat kelengkapan DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD
melalui Sekretariat.

(2) Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disetujui
oleh Pimpinan OPRD, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada

alamat yang bersangkutan.

(.1) Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
disetujui oleh Pirnpinan DPRD, nrasalahnya akan dibicarakan dengan
pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

( t) Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada aya (3) tidak
rnenghasilkan kesepakatan; masalahnya diqiukan kepada Badan

Mu syawarah u n tu k ditentukan penyelesaiannya selanjutnya.

Pasai 174

(r) Surat keluar, termasuk Surat Undangan Rajnt DPRD, ditandatangani oleh

salah seora.;1g Pirnpinan DPRD atau Sekretaris afs.s narna Pimpinan DPRD.

(f) Penyampaian urrdangan sebagaimana dimaksud aya.t (1) kepada calon

peserta rePat daPat:
a. secara langsung Per kurir;
b. melalui email atau elektronik lainnya;
c. melalui Pesan singkat resmi.
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Tata cara
Sekretariat

Pasal 175

(t) Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat.

(2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan. semua s'urat keluar
dicatat dan diberi nomor agenda,

13) Sekretariat menl,ampaikan tembusan surat keluar kepada altt kelengkapan
DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.

(4) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak
dan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD. I

Bagian Keempat
Arsip Surat

Pase.l 176

penyusunan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh
sesu ai ke tentu an peratu ran pe ru ndang-undangan.

BAB XVIII

LARAI.IGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 177

Anggota, DPRD clilarang rnerangkap jabatan sebagai;
e. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;
b. hakim pada badan peradilan; atau
c. pegr*'.ri negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian

i,i.gu.u nepiUtit Indonesia, pegawai pada be.dan usaha milik negara,

badan usnha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya
..

bersumber tlari APBN/APBD. 
:

Anggota DPRII dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat' struktttral
p.a'. lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, adrrokat atau
pengacara, notaris, dan pekedaan lain yang ada hubungannya dengan
iug"" dan wcwenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.

Anggota DPRD clilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme'

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal i78

Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban. sebagaimana

dimaksud dalam i""^t 99 dikenai sanksi berdasarkan keputusan badan

kehot'matan.

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1) berupa:

a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran teriulis 

i TO

(1)

t,2l

(3)

()

(: t)



BAB XIX

TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasai 1,79

:

(') Usul perubahan peraturan tata tertib DPRD dapat diajukan
% lgetengah) dari jumlah anggota DPRD.

I

oleh lebih dari

(2) Usul perubahan yang berasal dari anggota DPRD, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dengan penjelasannya, diqiukan secara tertulis kepada
Pimpinan DPRD yang disertai dengan daftar nasra dan tandatangan
pengusul sc'rta nama fraksinYa

BAB XX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal i80

(.) Anggota DPRD -1,ang melakukan perjalanan keluar negeri har.rs terlebih
dahulu mendapertkan izin dari Menteri.

tl) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan l<etentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 181
I

Sekretaris DpRD wajib melaporkan kepacla Gubernur, sebagai wakil Pemerintah
pusat melalui nupaii status hukum anggota DPR.D yang terlibat dalam kasus

tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 182

pada saat peraturan DPRD ini rnulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan

Ralryat Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Jertib Dewan Penvakilan

Ra1ryat Daerah Kabr-rpaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Remb"ng Tahun

2:{8 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 183

Hal-hal yang belum cliatur dalan: Peraturan Tata Tertjb ini,'sepaniarg mengenai

pelaksa:r 
^ "iny^, ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dengan memperhatikan

pertimban{:an Baclan Musyar,,arah serta memperhatikan ketentuan peraturan

perundang-undlngan'

Pasal 164

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pacla tanggal diundangkan. ;
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Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
--..,.--oFRD ini o--ngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan {i lgmbang i

pada tanggal 25 SePtember 2OL9

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH

I.iundangkan di Rembang pada tanggal

SEKRETARIS DAERAII
I{ ABUPATEN REMBA.NG,

S UBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN

2019

REMBANG TAHUN 2OI9 NOMOR
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